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Kata Pengantar

Hukum Nuklir merupakan cabang ilmu hukum yang terbilang
baru. Hukum nuklir asal mulanya memang bersifat internasional,
sehingga seluruh ketentuan di lingkup nasional merujuk kepada
ketentuan hukum internasional. Tenaga nuklir sebagai objek
pembahasan dari hukum nuklir mempunyai dua sisi yang sangat
berbeda. Dalam satu sisi tenaga nuklir ketika dikembangkan sangat
berguna bagi kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia, namun
di sisi lain, tenaga nuklir juga dapat dijadikan senjata yang sangat
berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia di dunia. Tenaga
nuklir dapat dimanfaatkan bagi seluruh sendi kehidupan manusia.
Pemanfaatan nuklir adalah kegiatan yang berkaitan dengan tenaga
nuklir yang meliputi penelitian, pengembangan, penambangan,
pembuatan, produksi. pengangkutan, penyimpanan. pengalihan,
ekspor, impor, penggunaan, dekomisioning, dan pengelolaan limbah
radioaktif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Buku hukum nuklir ini bertujuan untuk memberikan
sebuah pengantar kepada mahasiswa Fakultas Hukum untuk dapat
memberikan gambaran atas ketentuan hukum nuklir vang dikaitkan
dengan informasi kekinian.

Tak ada gading yang tak retak. Segala kritik dan masukan dibutuhkan

untuk kesempurnaan penyusunan buku ini.

Surabaya, Januari 2016

Penyusun,

Koesrianti,SH. LLM. Ph.D
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[.1. Sejarah penemuan nuklir'

Pada tahun 1911 pertama kali diketemukan atom, dalam
percobaan yang dilakukan oleh Ernest Rutherford, seorang
peneliti dari Selandia Baru. Rutherford mendapatkan Inspirasi
atas penelitiannya tersebut dari riset radioaktif yang dilakukan
sebelumnya oleh Henri Becwuerel dan pasangan Pierre dan Marie
Curie? Ternyata penemuan atom ini disatu sisi mengandung
kebaikan tetapi disisi lain menimbulkan problem terkait dengan
energy eksplosif yang dihasilkan. Selama tahun 1920an sampai
tahun 1930an, penelitian bidang atom berkembang sangat pesat
yang dilakukan oleh ahli fisika dan ahli kimia. Diantara para ahli
tersebut termasuk Niels Bohr, Otto Hahn, Albert Einstein, and
Robert Oppenheimer.

Tanggal pasti kapan penggunaan energy nuklir untuk
kepentingan langsung masyarakat sipil dan pihak militer, sulit
ditentukan, namun tanggal 6 Januari 1939 dapat digunakan
sebagai acuan. Pada tanggal tersebut ahli fisika Jerman Otto
Hahn dan Fritz Strassman menjelaskanpenenivan reaksi nuklir
— fission dalam jurnal ilmiah Naturwissenschafien. Dalam
percobaan yang mereka lakukan, mereka meledakkan sebuah
atom uranium dan berhasil membelahnya menjadi dua elemen
yang lebih ringan.Percobaan ini telah menginspirasi peneliti
lainnya. Tidak lama setelah percobaan itu peneliti Austria Lise
Meitner dan Otto Frisch menemukan bahwa fission tersebut

melepaskan energy yang besar dan energy ini bersifat eksplosif

I Secara lengkap lentang sejarah penemuan nuklir baca Thomas Jonler, Nuclear non-
Proliferation: a brief historical background, Nuclear Law ESARDA — Course Syllabus.
pdf

2 Richard Rhodes, The Making of the Atomic Bomb, Tauchstone Books, New York
1986, hlm. 30 dalam Thomas Jonter, Nuclear non-Proliferation: a brief histerical back-
ground, Nuclear Law ESARDA - Course Syllabus.pdf, Ibid.

(mempunyai daya ledak), Dua minggu kemudian seorang ahli
fisika Hungaria Leo Szilard, yang bekerja di New York, mampu
membuktikan bahwa terdapat dua neutron dilepas ketika sebuah
neutron telah dilepaskan pada proses tumbukkan dengan atom
lainnya (U-235)? Penemuan ini telah memberikan harapan
kepada masyarakat, Para ahli fisika bermimpi bahwa masalah
energy dunia akan terselesaikan. Namun, bukan penggunaan
energy nuklir untuk kepentingan sipil yang berada pada pikiran
para pemimpin negara-negara seperti Jerman, Inggris Raya,
Amerika Serikat dan Uni Soviet pada waktu itu, ketika mereka
berfikir tentang penggunaan energy nuklir. Dunia berada pada
lepi jurang peperangan, sebuah perang yang menjadi kenyataan
pada bulan September 1939, dan energy nuklir merupakan
sebuah *posibility’ untuk kepentingan militer yang menyebabkan
para politisi berperan aktif dalam perkembangan energy
nuklir. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perlombaan
terselubung antara negara-negara super power untuk menjadi
yang pertama dalam mengembangkan bom atom. Banyak rumor
beredar sebelum dan selama perang dunia kedua; informasi
berkembang melalui badan intelejendar negara-negara adidaya
lentang upava-upaya negara lain dalam memperoleh bahan
nuklir dan rencana-rencana mereka terkait pembuatan senjata
nuklir. Para ilmuwan juga terlibat dalam masalah ini. Sebagai
contoh. Albert Einstein, atas permitaan dari Leo Szilard salah
satunya. menulis surat kepada Presiden Roosevelt pada tanggal
2 Agustus 1939 yang menyatakan bahwa Jerman telah mulai

melakukan percobaan yang bertujuan untuk memproduksi

3 David FischerIlistory of the International Atomic EnergyAgency:The First Forty
Years, [AEA, Vienna, 1997, dalam Thomas Jonter, 1bid,




pengayaan uranium untuk pengembangan senjata nuklir. Dalam
surat tersebut, ahli fisika yang terkenal di seluruh dunia itu
menganjurkan presiden Roosevelt untuk menganggarkan dana
untuk mengembangkan senjata nuklir sebelum Nazi Jerman
mengembangkannya. *

Selain pengayaan uranium, ada plutonium yang
digunakan sebagai bahan pada alat nuklir atau sebagai energy
yang digunakan dalam teknologi nuklir untuk kepentingan
sipil. Tidak seperti uranium, yang tersedia di alam, plutonium
merupakan bahan nuklir buatan manusia (man-made nuclear
material). Menjelang akhir tahun 1940, Glenn Seaborg dan tim
risetnyadi Universitas California sukses memproduksi plutonium
Pu-239. Seaborg memberi nama material baru temuannya
plutonium seperti salah satu nama planet pada system tata surya,
Pluto, yang juga nama dari Dewa kesejahteraan dalam mitologi
Roma. Dua tahun kemudian, pada 2 Desember 1942, ahli fisika
Italia, Enrico Fermi berhasil melakukan pemisahan atom untuk
pertamakalinya pada reaktor nuklir pertama yang dibangun di
stadion olah raga di Universitas Chicago. Kejadian ini merupakan
pertamakalinya plutonium diproduksi secara artificial.Sebuah
langkah besar menuju kemungkinan pemakaian energy nuklir
telah terjadi. Pada tahun yang sama, Roosevelt membuat sebuah
program raksasa untuk pengembangan senjata nuklir Amerika
Serikat, bernama Manhattan Project. Permohonan Albert
Einstein akhirnya didengar dan dipenuhi oleh Presiden.

Para peneliti Inggris yang pada waktu itu merupakan
peneliti terkenal di dunia. diundang untuk bergabung pada

4 Richard Rhodes, The Making of the Atomic Bomb. Touchstone Books, New York
1986, hlm 303 - 314, op cit.

Manhattan Project bersama-sama dengan para peneliti yang
berasal dari Jeman.Meskipun para peneliti Inggris dan Amerika
telah saling bertukar informasi, pada satu tahap tertentu
pada saat awal tahun peperangan, tidak ada kerjasama yang
terorganisir diantara mereka, Pemerintah Inggris tidak diikutkan
dalam Manhattan Project, sampai kemudian setelah negosiasi
London menerima status sebagai ‘partner junior’ bersama-sama
dengan Canada, partisipasi pada bagian kecil dari program yang
memberikan akses terbatas atas ilmu pengetahuan Amerika.
Perjanjian yang diberi nama Quebec Treaty yang ditanda tangani
pada Agustus 1943, membentuk secbuah organisasi tingkat
tinggi yang dinamakan ‘the Combined Policy Committee .

Inggris Raya dan Amerika Serikat bersepakat untuk tidak
memberitahukan Manhattan Project kepada Uni Soviet.
Meskipun Uni Soviet merupakan pemenang perang melawan
Nazi Jerman, nampaknya perbedaan ideology dan system
ekonomi antara timur dan barat tidak dapat berdampingan dalam
masa damai sekalipun. Bahkan Perancis, yang juga merupakan
barisan utama dalam riset nuklir, tidak masuk dalam perjanjian

kerjasama ini pada masa perang berlangsung.

Masyarakat Amerika tidak begitu menaruh kepercayaan
pada pemerintah Perancis pada waktu itu dapat bertindak sebagai
partner yang tegas dan terpercaya, karena ada kekhawatiran
bahwa informasi rahasia akan bocor atau secara politis digunakan
oleh Perancis untuk kepentingan nasionalnya. Inggris disisi lain,
meningkatkan kerjasamanya secara politik maupun militer,
dengan pemerintah Perancis di pengasingan, pada periode 1940-
1942. Negara Perancis yang kuat dapat dipakai sebagai jaminan

untuk menahan Jeman di masa depan. Selain itu, ada alasan lain




untuk menjalin kerjasama dengan Perancis, karena negara ini
memiliki kompetensi keilmuan yang baik dan mempunyai akses
atas ‘heavy water’, disamping karena tanah negara ini sangat
mungkin mengandung uranium dan thorium yang dapat dipakai
untuk tujuan sipil maupun militer.

Kebijakan Inggris berubah pada tahun 1942-1943, ketika
Churchil khususnya sadar akan pentingnya menjalin hubungan
yang erat dengan Amerika Serikat. Kebijakan awal atas energy
nuklir berbenturan dengan Quebec Treaty. Pada tahap itu,
Inggris terpaksa berkoordinasi atas kebijakan energy nuklirnya
dengan pemerintah Amerika Serikat. Kerjasama dan bertukar
informasi dengan pihak ketiga tanpa consent dari Washington
tidak bisa dilakukan lagi. Namun, pada satu sisi, Inggris tetap
tidak menyerah dalam mencari kemungkinan mendapatkan
senjata nuklir setelah perang. Terkait dengan ini, orang akan
mengatakan bahwa atas konsest Amerikalah Inggris mempunyai
senjata nuklir, karena kebijakan Washington yang mencegah
Inggris untuk mendapatkan senjata nuklir.

Pada tahun 1940-1941. para ahli Amerika Serikat
memperkirakan kemungkinan untuk memproduksi senjata
nuklir yang diisi dengan uranium yang mempunyai impact
yang besar pada hasil akhir perang. Penggunaan energy nuklir
untuk kepentingan masyarakat sipil dalam bentuk energy listrik
merupakan sesuatu yang ‘feasible” tetapi memakan waktu lama.
Namun diatas segalanya, karena negara musuh Jerman dan
mungkin termasuk Uni Soviet, mencoba membuat senjata nuklir,
maka dianggap penting untuk mencegah negara-negara tersebut
mendapatkan akses atas uranium. Selain itu, thorium, yang
pada masa datang bisa dipakai pada berbagai program energy

nuklir, juga perlu diawasi. Akses atas jumlal besar uranium atau
alternativenya, thorium dengan dikombinasikan uranium dalam
Jumlah sedikit sudah cukup untuk dipakai sebagai syarat awal
membangun program energy nuklir dan sekaligus memproduksi
senjata nuklir. Pada masa itu, pengetahuan atas tambang uranium
dunia sangat terbatas.Para ahli geologi pada masa itu tidak
mempunyai cukup alasan untuk melakukan penemuan tambang
uranium.

Produksi uranium terbesar di dunia pada waktu itu terdapat
di “the Belgian Congo’, dimana tambang uranium yang sangat
besar ditemukan Pihak Amerika dan Inggris mengetahui bahwa
Jerman telah mendapatkan stok uranium dari bangsa Congo
ketika menjajah Belgia dan Perancis Sehingga prioritas pada
waktu itu yaitu mencegah Jeman untuk mendapatkan uranium
dari wilayah negara yang bukan bekas negara jajahannya.Badan
intelejen negara-negara pemenang perang menyatakan bahwa
Jerman telah membangun proyek senjata nuklir.Oleh karena
itu, outcome dari perang tergantung pada negara mana yang
memenangkan perlombaan senjata nuklir.®

Sampai sejauh mana kesiapan Jerman dalam membuat
senjata nuklir merupakan hal yang tidak jelas.Hal itu tidak
terbukti karena pada November 1944 kekhawatiran terburuk
mereka terbantahkan.Pemeriksaan atas dokumen para ahli atom
Jeman menunjukkan bahwa sangat kecil kemungkinan Jerman
dapat membuat senjata nuklir dalam waktu dekat Namun
bukan hanya Jerman sebagai ancaman, Uni Soviet Jjuga dapat
mengembangkan senjata nuklir. Pada sisi Anglo-Amerika.

5 Gunnar Skogmar. Nuclear Triangle: Relations Belween the United Stales, Great Brit-
ain and France in the Atomic Energy Field 1939-1950. Copenhagen Political Studics
Press: Copenhagen, 1993, hlm 186 terkulip di Thomas Jonter, Loc.Cit.




tidak ada gambaran yang jelas tentang apa yang terjadi dengan
energy nuklir di Uni Soviet. Ahli fisika Rusia, Igor Kurchatov
pada 1939 telah memberikan informasi kepada pemerintah,
dibawah pimpinan Joseph Stalin, tentang kemungkinan untuk
mengembangkan energy fission untuk tujuan militer. Setahun
setelah 1itu, para peneliti Rusia memulai proyek senjata
nuklir dalam skala laboratoriun. Namun, invasi Jerman telah
menghentikan sementara upaya pengembangan ini.Selain
itu, rencana Soviet untuk senjata nuklir buntu terkait dengan
ketiadaan uranium. Ekspedisi memperkirakan bahwa sejumlah
tambang mungkin ada di Asia tengah Rusia juga kekurangan
bahan lainnya seperti graphite dan ‘heavy water’.

Survey menunjukkan bahwa tambang uranium dengan
kategori “excelent” hanya ada di *Belgian Congo” yang diyakini
jumlahnya 50 persen atau lebih dari seluruh cadangan dunia.
Negara-negara Canada, Amerika, Czechoslovakia, Rusia.
Portugal dan Madagascar katagori “bagus” sedangkan Bulgaria
dan Swedia dikategorikan sebagai ‘cukup’. Pada Juni 1944,
Amerika Serikat dan Inggris Raya menyepakati perjanjian, the
Combined Development Trus(. dengan tujuan untuk mengawasi
cadangan uranium donia. Tujuan utama dari perjanjian ini
yaitu untuk mendapatkan pengaruh atas deposit uranium yang
berada di Belgian Congo. dan hal ini tercapai dengan adanya
perjanjian dengan pemerintah Belgia di pengasingan terkait
eksploitasi komersial atas cadangan uranium. Dari kerjasama
ini maka Amerika dan Inggris mengawasi lebih dari 97 persen

produksi uranium dunia.Uni Soviet hanya mempunyai jumlah

kecil uranium.

1.2. Definisi hukom nuklir

Hukum nuklir adalah sekumpulan aturan dan norma
hukum, serta prinsip-prinsip baik bersifat nasional maupun
internasional yang berisi hak dan kewajiban untuk mengatur
tindakan individu dan negara dalam kegiatan yang berkaitan
bahan galian nuklir. Adapun tujuan dari hukum nuklir adalah
untuk menyediakan kerangka hukum dan aturan berprilaku
(code of conduct) dalam segala kegiatan yang berkaitan dengan
energi nuklir dan radiasi pengion untuk melindungi individu,
harta benda dan lingkungan hidup bagi kepentingan umum
negara-negara untuk mencapai tingkat keselamatan yang lebih
tinggi. Kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan yang berkaitan
dengan ketenaganukliran.

Ketenaganukliran itu adalah hal yang berkaitan dengan
pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan
dan teknologi nuklir serta pengawasan kegiatan yang berkaitan
dengan tenaga nuklir. Ketenaganukliran menyangkut kehidupan
dan keselamatan orang banyak, oleh karena itu harus dikuasai
oleh negara, yang pemanfaatannya bagi pémbangunan nasional
ditujukan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang
merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD
1945. Bahan nuklir dikuasai oleh Negara dan pemanfaatannya
diatur dan diawasi oleh Pemerintah. Dikarenakan sifat tenaga
nuklir selain dapat memberikan manfaat juga dapat menimbulkan
bahaya radiasi, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan
tenaga nuklir harus diatur dan diawasi oleh Pemerintah. Dengan
demikian pemanfaatan tenaga nuklir dilakukan secara tepat dan
hati-hati serta ditujukan untuk maksud damai dan keuntungan
sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat,




dengan selalu mempertimbangkan keselamatan, keamanan,
ketentraman, kesehatan pekerja dan anggota masyarakat dan

perlindungan terhadap lingkungan hidup.

1.3. Bahan nuklir

Bahan nuklir yang berupa uranium dapat diketemukan di
Indonesia. Ada beberapa daerah di Indonesia yang merupakan
tempat penambangan uranium.Tingkatan potensi sumber daya
Uranium di seluruh Indonesia hingga saat ini mencapai 70.000
ton U308 dan Thorium 125 ton.ndonesia melalui Badan
Tenaga Nuklir (RATAN) telah melakukan eksplorasi mineral
radioaktif (bahan galian nuklir) sejak 1972. Kegiatan ini bekerja
sama dengan lembaga atom asing seperti CEA (Prancis).
BGR (Jerman). dan PNC (Jepang).® Indonesia saat ini telah
menguasai teknologi eksplorasi. penambangan dan pengolahan
uranium skala pilot dengan kapasitas 2 ton per hari. Di samping
itu, Indonesia juga telah menguasai teknologi pengolahan
pemisahan Uranium dan Thorium terutama dari monasit hasil
aktivitas pertambangan timah di Pulau Bangka. sehingga
didapatkan Logam Tanah Jarang oksida yang mempunyai nilai
ekonomis tinggi. Penemuan ini penting untuk peningkatan
nilai keekonomian karena pasokan Logam Tanah Jarang oksida
sedang turun karena adanya perlindungan ekspor dari Cmna

sebagai negara pemasok Logam Tanah Jarang terbesar di dunia.

6 Ini Lokasi Bahan Baku Nuklir Ji Indonesia, lihat btip://bisaisliputané.com/
read/2119502/ini-lokasi-bahan-baku- nuklir-di-indanesia (dikunjungi pada 8 Desem-
ber 2014)

o]

Gambar 1: Uranium (Wikipedia)

Dacrah yang merupakan tempat penggalian bahan
galian nuklir di Indonesia ada beberapa yaitu di daerah Kalan,
Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat dan beberapa daerah
potensial lainnya dengan tahapan eksplorasi yang bervariasi
misalnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten
Mamuju, Sulawesi Barat, Sibolga- Sumatera Utara, dan Biak
— Papua.” Indonesia memiliki potensi mineral radioaktif seperti
uranium, yaitu di Kalan dan Kawat (Kalimantan) dengan total
potensi sebesar 34.863 ton /'O Di samping itu, terdapat 20
daerah sumber daya spekulatif berindikasi memiliki potensi
yang tlersebar di beberapa pulau, siap ditingkatkan menjadi
sumber daya potensial. Sedangkan sumber daya potensial bahan
baku nuklir berupa thorium terdapat di daerah Bangka Belitung
dan sekitamya, dengan total potensi di Bangka selatan sebesar

5.487 ton. Belum lagi yang terdapat di dasar laut.

Selain bahan galian nuklir terdapat limbah radio aktif
yang merupakan himbah sisa dari beberapa lembaga seperti
rumah sakit, kegiatan penambangan. dan industri pembuat

kertas, selama ini disimpan salah satu lahan BATAN di Serpong.

7 Ibid




Limbah radioaktif tersebut ternyata tidak selamanya berbahaya.
Kepala BATAN mengungkapkan bahwa limbah radioaktif
dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar baru nuklir.*Indonesia
mempunyai keahlian untuk mengubah limbah radioaktif menjadi
bahan strategis dimasa mendatang sebagai pasokan pembangkit
listrik tenaga nuklir (PLTN).Namun, sepertinya banyak negara
besar yang khawatir jika Indonesia dapat memanfaatkan potensi
ini, karena jika diolah lebih lanjut maka dari limbah itu bisa
dihasilkan plutonium dan uranium yang mempunyai potensi
sebagai senjata nuklir.”Hingga saat ini belum ada aturan ataupun
kebijakan yang memperbolehkan BATAN untuk melakukan
tindakan pengolahan tersebut.Peraturan Pemerintah yang ada
menyebutkan Indonesia tidak mengijinkan adanya eksploitasi
terhadap uranium dan thorium sehingga kemampuan tersebut
belum berkembang.Perlu dikembangkan prespektif limbah yang
dijadikan bahan bakar nuklir dengan benar-benar memperhatikan

sisi keamanan dan keselamatannya.

Indonesia saat ini belum memiliki PLTN untuk
dimanfaatkan sebagai sumber energy di masa depan. Indonesia
sedang menuju kearah pembangunan PLTN dengan memasukan
program tersebut dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019.""Energi listrik dari
reactor nuklir merupakan bagian dari system bauran energy yang

optimal (optimum energy mix) simbiotik-sinergistik dengan

8 Negara Rarat Khawatir Indonesia Bisa Kembangkan Nuklir. Mengapa?. Republika.co.id.
Wednesday. 15 Oklober 2014

9 Djarol Sulistio Wisnubrolo (Kepala BATAN). pada Training Mceting on Best Prae-
tices in the Uraniuat Praduction Cyele From Explovation through to Mining. Jakarta.
Sclasa. 14 Oktober 2014

10 Viva News. Mengintip Reaktor Nuklir Indonesia di Serpong: Pengawasannya cu-
kup ketat, akses masuk tidak boleh sembarangan. ’

energy fosil dan terbarukan lainnya dalam memenuhi kebutuhan

energy nasional.

Pada masa lalu penguasaan teknologi nuklir merupakan
hal yang sensitive karena berkaitan erat dengan “senjata
nuklir’.Hal tersebut disebabkan oleh isu pengkayaan uranium
olah ulang bahan bakar uranium tersebut.Sebagai contoh,
dengan memiliki kemampuan pengkayaan uranium U235
di atas 20% berarti negara tersebut telah mampu membuat
senjata nuklir.Sedangkan kebutuhan uranium untuk PLTN
hanya membutuhkan pengkayaan uranium sekitar 3% sampai
4% saja. Periode tahun 1970-1990, BATAN telah melakukan
penelitian teknologi pengkayaan dan olah ulang uranium, baik
yang dilakukan di dalam maupun luar negeri, sehingga SDM
dari BATAN dapat menguasai iptek ketenaganukliran. Namun
ketidakjelasan program pembangunan PLTN pada wakw itu
dan adanya inspeksi darn IAEA secara berkala yang meminta
rincian program nuklir di Indonesia menyebabkan program dan
kegiatan penelitian nuklir untuk PLTN menjadi surut.

Dalam konsideran dari UU nomor 10 tahun 1997 tentang
ketenaganukliran," disebutkan:

" bahwa perkembangan dan penmanfaatan tenaga

nuklir dalam berbagai bidang kehidupan manusia di

dunia sudah demikian maju sehingga pemanfaatan dan

pengembangannya bagi pembangunan wnasional yang
berkesinambungan dan berwawasan lingkungan periu
ditingkatkan dan diperluas untuk ikut meningkatkan

kesejahteraan dan dava saing bangsa "

11 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganakliran




Untuk bahan nuklir dan energy nuklir ada badan dunia
yang mengawasinya yaitu Infernational Ateniic Energy Agency
(IAEA) dan di lingkup nasional diawasi dan dikembangkan
oleh Badan Tenaga Nuklir National (BATAN) dan Badan
Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten). Baik 1AEA maupun
BATAN terus berupaya unfuk mengembangkan iptek nuklir
serta membangun system dan prosedur disiplin dalam kegiatan
yang berkaitan dengan bahan nuklir. BATAN selalu berupaya
kearah pembangunan PLTN di Indonesia.Pembangunan ini
merupakan salah satu upaya untuk mengurangi ketergantungan
terhadap bahan bakar tak terbarukan (non-renewable resources)

dari bahan fosil seperti minyak dan batubara.

Dasar dari lembaga [AEA ini adalah adanya kesadaran
akan pentingnya bagi masyarakat internasional untuk
memastikan bahwa penggunaan energi nuklir yang aman, well
regulated, dan environmentally sound. Selain itu karena factor
perlunya memperkenalkan keselamatan energi nuklir tingkat

tinggi worldwide terus menerus.

Adapun yang dimaksud tenaga nuklir adalah tenaga
dalam bentuk apa pun yang dibebaskan dalam proses transformasi
inti, termasuk tenaga yang berasal dari sumber radiasi pengion.
Tenaga nuklir ini pedang bermata dua. Dalam satu sisi tenaga
nuklir ketika dikembangkan sangat berguna bagi kemakmuran
dan kesejahteraan umat manusia. namun di sisi lain, tenaga
nuklir juga dapat dijadikan senjata yang sangat berbahaya
bagi kelangsungan hidup manusia di dunia. Tenaga nuklir
dapat dimanfaatkan bagi seluruh sendi kehidupan manusia.
Pemanfaatan nuklir adalah kegiatan yang berkaitan dengan tenaga

nuklir yang meliputi penelitian, pengembangan, penambangan,

pembuatan, produksi, pengangkutan. penyimpanan, pengalihan.
ekspor, impor, penggunaan, dekomisioning, dan pengelolaan
limbah radioaktif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Terdapat perbedaan antara bahan nuklir dan bahan galian
nuklir. Bahan nuklir adalah bahan yang dapat menghasilkan
reaksi pembelahan berantai atau bahan yang dapat diubah
menjadi bahan yang dapat menghasilkan reaksi pembelahan
berantai. Bahan nuklir terdiri atas: bahan galian nuklir,bahan
bakar nuklir, danbahan bakar nuklir bekas. Bahan nuklir
dikuasai oleh Negara dan pemanfaatannya diatur dan diawasi
oleh Pemerintah.Sedangkan bahan galian nuklir adalah bahan

dasar untuk pembuatan bahan bakar nuklir.

Untuk dapat menghasilkan energy nuklir. maka
dibutuhkan reactor nuklir. Reaktor nuklir adalah alat atau
instalasi yang dijalankan dengan bahan bakar nuklir yang dapat
menghasilkan reaksi inti berantai yang terkendali dan digunakan
untuk pembangkitan daya. atau penelitian, dan/atau produksi
radioisotop. Pada era orde baru. BATAN dikembangkan untuk
tujuan damai penelitian. Indonesia mempunyai 3 reaktor nuklir:
di Bandung yang dibangun atas bantuan Amerika, di Jogya
yang merupakan bantuan Rusia dan di Serpong yang dibantu
oleh Jerman yang merupakan reaktor terbesar di Asia Tenggara.
Meski desain awalnya merupakan désign Jerman, namun saat
ini sebagian besar reactor, kecuali di bagian intinya. telah
dimodifikasi oleh para ilmuan bidang nuklir Indonesia. Tiga
reaktor ini murni hanya untuk penelitian.

Adakalanyadalamkaitannyadenganreaktornuklirdikenal
istilah kerugian nuklir. Adapun yang dimaksud dengan kerugian




nuklir adalah setiap kerugian yang dapat berupa kematian,
cacat, cedera atau sakit. kerusakan harta benda, pencemaran dan
kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh radiasi atau
gabungan radiasi dengan sifat racun, sifat mudah meledak, atau
sifat bahaya lainnya sebagai akibat kekritisan bahan bakar nuklir
dalam instalasi nuklir atau selama pengangkutan, termasuk
kerugian sebagai akibat tindakan preventif dan kerugian sebagai
akibat atau tindakan untuk pemulihan lingkungan hidup. Dari
adanya kerugian nuklir ini. maka harus ada tanggung jawab
hukum (liability). Mengenai tanggung jawab hukum (liability)
diatur pasal 28 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1997 Tentang
Ketenaganukliran.

Sampai saat ini masih banyak orang beranggapan
bahwa nuklir adalah sesuatu yang harus dihindari karena nuklir
adalah bencana atau mengandung ancaman bencana. Mereka
beranggapan nuklir tidak perlu dipelajari dan dikembangkan
karena nuklir tidak terkait sama sekali dengan pemenuhan
kebutuhan dan kesejahteraan umat manusia dan lingkungan.
Berpikiran seperti itu tentunya tidak sepenuhnya benar.
Pemikiran seperti di atas merupakan dampak dari berita
kecelakaan nuklir yang banyak dilansir oleh mass media dan
telah menutup berita keberhasilan iptek nuklir. Banyak manfaat
iptek nuklir yang selama ini sudah terbukti keberhasilannya
tidak pernah terpublikasikan dengan baik. Hal ini dikarenakan
phobia atas kecelakaan nuklir setelah peristiwa Chernobyl.Pada
awal tahun 2000 telah muncul gerakan nuclear renaissance,
kebangkitan kembali nuklir yang merupakan gerakan yang
diinisiasi oleh industry nuklir global. Mercka menggunakan

dua alasan yaitu perubahan iklim (climate change) vang terjadi

akibat penggunaan fossil fuel dan harga minyak dunia yang
tidak stabil dari waktu ke waktu. Energi nuklir ditawarkan
sebagai energy pengganti karena nuklir tidak menimbulkan efek
rumah kaca (yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim)
dan murah (jika dihitung secara ekonomi jangka panjang nuklir
lebih murah) meskipun butuh dana investasi awal yang besar.
Untuk sebuah reaktor yang bisa berproduksi hingga 50 tahun,
harga listrik yang dihasilkan hanya 4 sen per kilowatt per hari,
sementara biaya energy fosil bisa dua kali lipat lebih mahal. Dan

gerakan ini cepat menyebar keseluruh Asia termasuk Indonesia.

Sementara pemanfaatan limbah radioaktif dari PLTN
dan penggunaan radioisotop dalam pertanian. industri, riset, dan
kedokteran. Energi nuklir lebih menguntungkan ditinjau dari
segi lingkungan karena tidak menghasilkan unsur berbahaya.
seperti logam berat (cadmium, plumbum, arsen, argentum/perak,
vanadium), emisi gas SO2, Nox, dan VHC. Dan dalam hal ini
PLTN dapat membantu mengurangi hujan asam dan pembatasan
emisi gas rumah kaca.

Melihat perkembangan pemanfaatan nuklir yang begitu
pesat maka tidak ada alasan lagi untuk tidak mempelajari
teknologi tersebut. Termasuk ketentuan-ketentuan hukumnya.
Peran iptek nuklir dalam pembangunan sektor listrik, industry,
kesehatan dan bidang lainnya sangat penting dalam mempercepat
tercapainya tujuan bangsa untuk meningkatkan kesejahte_raan

masyarakat.

1.4. Prinsip Prinsip Hukum Nuklir
Hukum nuklir memiliki beberapa prinsip yang wajib
dipatuhi oleh semua negara sehingga resiko tinggi tidak akan
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timbul akibat pemakaian teknologi nuklir. Prinsip tersebut
meliputi Prinsip Keselamatan, Prinsip Keamanan, Prinsip
Tanggungjawab, Prinsip Perizinan, Prinsip Pengawasan
Berkelanjutan, Prinsip Kompensasi, Prinsip Pembangunan
Berkelanjutan Prinsip Kepatuhan, Prinsip Indepedensi, Prinsip
Transparansi, dan Prinsip Kerjasama Internasional. Prinsip-

prinsip tersebut akan diuraikan selanjutnya di bawah ini.

1. Prinsip Keselamatan
Prinsip keselamatan terdiri dari:

a. Prinsip Pencegahan : Memberikan peringatan
dan melakukan analisis untuk mencegah dan
meminimalkan dampak yang tidak diinginkan dari
penggunaan bahan-bahan radioaktif.

b. Prinsip Perlindungan : Prioritas harus diberikan
untuk melindungi kesehatan, keselamatan, keamanan
masyarakat dan lingkungan.

¢. Prinsip Pemberian Peringatan : Langkah-langkah
pencegahan harus dilakukan untuk mencegah bahaya
yang mungkin timbul.

2. Prinsip Keamanan

Bahan-bahan dan teknologi nuklir memiliki resiko
keamanan, juga keselamatan dan kesehatan.Sumber-sumber
yang hilang, terbuang, atau tertinggal dapat menyebabkan cedera.
Bahan yang dicuri atau diselewengkan dapat digunakan untuk
tindakan terorisme atau perbuatan pidana yang melibatkan piranti
peledak bahan nuklir atau penyebar radiologis. Langkah-langkah
hukum diperlukan untuk melindungi terhadap penyimpangan
baik kebetulan maupun disengaja dari penggunaan yang sah.
Proteksi Fisik., Akuntansi dan Kontrol Bahan, Pengawasan

(safeguards), Perlindungan selama transportasi. kesiapsiagaan
kedaruratan semuanya mendukung prinsip keamanan.

Di tingkat internasional telah dilaksanakan Konferensi
Tingkat Tinggi Keamanan Nuklir (Nuclear Security Summit)
sebanyak tiga kali. KTT yang pertama dilaksanakan di
Washington DC, Amerika Serikat tahun 2010 dan kedua di
Seoul, Korea Selatan pada 2012. Pada KTT ketiga di Den
Haag, Belanda yang dilaksanakan 24-25 Maret 2014, Indonesia
memberikan sumbangan pemikiran berupa perangkat model
(panduan) implementasi legislasi nasional untuk keamanan
nuklir (the National Legislation Implementation Kit on Nuclear
Security) yang inisiatifnya telah dimulai ketika KTT kedua di
Seoul. Tercatat sudah duapuluh sembilan ne;gara yang menerima
panduan tersebut. Setiap negara partisipan KTT Keamanan
Nuklir memiliki kewajiban untuk membuat UU sendiri mengenai
keamanan nuklir sebagai kontribusi dan dukungan terhadap
keamanan regional dan internasional. Jaminan utama untuk
benar-benar mengenyahkan ancaman penggunaan material
nuklir untuk hal-hal yang membahayakan umat manusia adalah
upaya perlucutan senjata nuklir dan tindakan-tindakan non-
proliferasi lainnya
3. Prinsip Tanggungjawab

Penggunaan energi nuklir biasanya melibatkan banyak
pihak (misalnya, organisasi R&D. pemroses bahan, manufaktur,
praktisi medis, perusahaan arsitek-rekayasa. perusahaan
konstruksi, operator instalasi nuklir, lembaga keuangan, badan
pengatur, dan banyak lagi).Salah satu dari mereka. operator atau
pemilik lisensi yang berkewenangan melakukan kegiatan tertentu

yang melibatkan tenaga nuklir atau radiasi pengion adalah yang




paling bertanggungjawab untuk menjamin keselamatan dan

keamanan.

4. Prinsip Perizinan

Biasanya, kegiatan yang tidak dilarang secara khusus
dapat dilakukan tanpa perijinan yang resmi. Dalam teknologi
nuklir mensyaratkan izin lebih dahulu harus diperoleh untuk
kegiatan yang melibatkan bahan-bahan dapat belah dan
radioisotop.

5. Prinsip Pengawasan Berkelanjutan

Badan pengatur harus dapat memantau secara
berkelanjutan kegiatan nuklir untuk memastikan bahwa kegiatan
tersebut dilaksanakan secara selamat dan aman, konsisten dengan
persyaratan otorisasi. Akses bebas inspektur badan pengatur ke
semua lokasi yang menggunakan bahan nuklir harus tercermin
dalam legislasi nasional.
6. Prinsip Kompensasi

Hukum energi nuklir mengharuskan negara-negara
untuk mengadopsi langkah- langkah pemberian kompensasi
yang cukup atas kerugian akibat kejadian atau kecelakaan nuklir.
Untuk pertanggung-jawaban dari kecelakaan nuklir dibahas
pada Bab VIII pada buku ini.
7. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Hukum Lingkungan telah mengidentifikasi kewajiban
kepada setiap generasi untuk tidak meninggalkan beban tidak
semestinya pada generasi berikutnya. Pembangunan ekonomidan
sosial hanya dapat “berkelanjutan”™ jika lingkungan dilindungi.
Kegiatan nuklir selalu memperhatikan prinsip pembangunan
berkelanjutan guna kepentingan generasi masa depan.

ariianusia

8. Prinsip Kepatuhan

Energi nuklir memiliki potensi dampak lintas batas antar
negara selain negara yang bersangkutan. Subyek hukum nuklir
yang terus berkembang adalah muncul dari berbagai instrumen
internasional yang memaksakan kewajiban dalam menggunakan
teknologi. Negara-negara yang menjadi pihak pada instrumen
seperti itu harus mencerminkan kewajibannya dalam legislasi
nuklir (kecuali mereka menjalankannya sendiri dalam hukum
nasional).
9. Prinsip Indepedensi
Hukum nuklir menempatkan penekanan tertentu pada
pembentukan kewenangan peraturan yang memiliki kebijakan
pada isu-isu keselamatan tidak tunduk pada intervensi badan
lainnya yang terlibat dalam pengembangan atau promosi energi
nuklir. Kepentingan lainnya harus tunduk kepada regulator
independen. pertimbangan ahli dalam kasus dimana terkait

masalah keselamatan.
10. Prinsip Transparansi

Nuklir dari awal pembangunannya dilaksanakan dalam
program militer. sebagian besar dirahasiakan.Pemahaman
dan keyakinan publik dalam penggunaan energi nuklir tujuan
damai mensyaratkan pemberian informasi kepada pemangku
kepentingan yang relevan tentang resiko dan manfaat teknologi.
Baik promotor maupun regulator harus menyediakan informasi
yang relevan mengenai penggunaan energi nuklir, khususnya
menyangkut peristiwa atau kejadian yang dapat mempengaruhi

kesehatan masyarakat, keselamatan dan lingkungan.




11. Prinsip Kerjasama Internasional

Penggunaan yang aman dan selamat energi nuklir
dapat mendapatkan keuntungan dari harmonisasi kebijakan
dan tindakan. Pelajaran yang diperoleh (lesson learn dan
best practices) dari satu negara dapat membantu negara lain
meningkatkan keselamatan program nuklir mereka sendiri.
Resiko keamanan karena teroris atan unsur pidana yang
melibatkan bahan nuklir hanya dapat berhasil ditangani melalui
kerjasama internasional. Karakter multinasional industri
nuklir memerlukan pendekatan kooperatif pada komersial dan
regulasi.Sebagai contoh, Indonesia sebagai anggota dari [AEA
telah mendapatkan bantuan teknis yang cukup besar, baik
bilateral maupun regional, seperti dari Amerika Serikat, Jepang
dan Korea Selatan. Salah satu prestasi Indonesia di bidang
PLTN yaitu pada 8" ASEAN Science and Technology Week di
Philippina 2008, Indonesia telah ditunjuk menjadi focal point

(negara penggerak) untuk masalah keselamatan dan keamanan

nuklir di wilayah Asia Tenggara.




Dari awal pengembangan energy nuklir telah bersifat
internasional, lahir dari laboratorium-laboratorium riset yang
tersebar luas diseluruh dunia, sebagai gagasan dan hasil kerja
para ilmuwan di satu negara yang kemudian mendorong rekan-
rekannyadi lain negara. Pada tahun 1920 an dan 1930an fisikawan
dan kimiawan terkemuka di Eropa dan Amerika Serikat secara
bertahap menyingkap struktur unsur-unsur dan dinamika inti
atom dan partikel-partikel sub-atomik.

Seperti  halnya penemuan teknologi maju pada
umumnya, energi nuklir juga memberikan pilihan pada manusia
akankah kita menggunakan penemuan ini untok kebaikan atau
keburukan. Badan Energi Atom Internasional atau /nrernarional
Atomic Energy Agency (selanjutnya disebut IAEA). sebagai
badan khusus PBB yang mengawasi sekaligus mengembangkan
penggunaan energi nuklir mempunyai tugas dan tantangan yang
berat di abad 21 ini. Dalam menjalankan peran dan fungsinya
IAEA dilengkapi dengan berbagai perangkat aturan yang
merupakan kesepakatan global mengenai pemanfaatan nuklir
sebagai sumber energi untuk kesejahteraan seluruh komunitas

di dunia.’?

Beberapa negara telah meratifikasi  perjanjian
internasional dibidang nuklir, seperti misalnya. Non-Proliferation
Nuclear Treaty (selanjutnya disebut Traktat NPT). safeguard
agreement dengan IAEA, dan Protokol Tambahannya.lnti dari
Konvensi tersebut adalah bahwa nuklir harus dimanfaatkan
untuk tujuan damai, salah satunya sebagai pembangkit tenaga

12 Koesrianti, Peran dan Fungsi Badan Encrgi Atom Internasional (IAEA): Peman-
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listrik. Banyak negara di dunia yang telah memanfaatkan nuklir
sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir (selanjutnya disebut
PLTN). Energi nuklir sudah memiliki peran vital dalam memasok
listrik dunia dan merupakan sumber listrik utama pada sejumlah
negara.Tercatat, 439 PLTN beroperasi di 32 negara.

Di Indonesia, khususnya di pulau-pulau di luar Jawa,
sudah dirasakan terjadi penurunan jumlah pasokan listrik.
Berkaitan dengan masalah tersebut pemerintah melaksanakan
berbagai kebijakan untuk melakukan penghematan.Dari yang
sifatnya himbanan sampai pada penerapan tarif listrik progresif.
Namun. langkah-langkah tersebut sifatnya sementara.Oleh
karena masalah krisis energi’® merupakan masalah yang sudah
mendesak maka pemanfaatan nuklir sebagai energi alternatif
pembangkit listrik telah ditetapkan berdasarkan Peraturan
Presiden nomor 5 tahun 2006.

Pembangunan PLTN mengundang perdebatan yang
sengit antara yang pro dan kontra di tanah air.Nuklir merupakan
salah satu energi alternatif untuk pembangkit tenaga listrik
sebagai ganti energi listrik yang berasal dari bahan bakar
minyak (BBM) dan batubara.Disadari bersama bahwa stok
persediaan BBM jumlahnya terus menunjukkan angka yang
menurun, karena energi jenis ini merupakan energi yang tak
terbarukan (non-renewable sources).Indonesia dulu merupakan
negara pengekspor minyak dan tergabung dalam OPEC, namun
sekarang Indonesia menjadi negara pengimpor minyak.Hal ini
menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan jumlah minyak
mrgi—merupakan isu-isu yang menjadi lema yang dibahas oleh sidang
wmum PBB tahun 2008 yang merupakan pertemaan tahunan PBB, di samping krisis

pangan, testrukturisasi PBB, perlucutan senjata dan terorisme, perubahan iklim, hak
wanita dan anak-anak, serta isu human trafficking, lihat website PBB di www.un.org




yvang diproduksi oleh Indonesia.Oleh karena itu pemerintah
mulai memikirkan untuk menggunakan energi alternatif lainnya,
sepertl tenaga surya dan angin, geothermal dan hydro, energi
matahari dan nuklir.

Berkaitan dengan pembangunan PLTN tersebut, beberapa
pihak mengatakan bahwa PLTN tidak aman dengan berkaca
pada peristiwa Chernobyl yang merupakan sejarah hitam dari
energi nuklir yang sampai sekarang masih menjadi trauma
serta peristiwa meledaknya pusat pembangkit tenaga nuklir di
TEPCO’s Fukushima Jepang tahun 2012. Selain itu, terdapat
kekhawatiran adanya penyalah-gunaan energi nuklir sebagai
senjata.Namun, sementara pihak mengatakan pembangunan
PLTN merupakan suatu yang tak terelakkan untuk mengatasi
krisis listrik yang telah melanda Indonesia.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 20
September 2011 menandatangani Peraturan Presiden Nomor 61
Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas
Rumsh Kaca (RAN-GRK). Hal ini merupakan tindak lanjut dari
kesepakatan Bali Action Plan pada Conference of Parties United
Nations Climate Change Convention (COP UNFCCC) ke-13 di
Bali, Desember 2007. Untuk memenuhi komitmen pemerintah
Indonesia tersebut maka Indonesia secara sukarela menurunkan
emisi GRK 26% dengan usaha sendiri, atau mencapai 41%
dengan bantuan internasional pada 2020. Berdasarkan UU
17/2007, pada RIPN 2005-2015 dan Keputusan Presiden Nomor
5 Tahun 2006, mentargetkan bauran energy sampai tahun 2025

dengan kontribusi nuklir 2% dari energy primer atau 4% listrik
(4.000 MWe).

Berdasarkan regulasi yang ada, maka diharapkan
Indonesia dapat membangun dua unit PLTN. Unit pertama
direncanakan dapat beroperasi sebelum 2020 untuk memenuhi
kebutuhan bauran energy nasional, sehingga secara strategis
jangka pendek kebutuhan energy terpenuhi dan secara jangka
panjang efektif dan efisien. Manfaat yang dihasilkan dari
penggunaan nuklir lewat pembangunan PLTN antara lain untuk
mendukung stabilitas pasokan energy listrik, mengurangi laju
pengurasan energy fosil yang cadangannya sangat terbatas, dan
mendukung pengurangan dampak akibat pemanasan global.
Namun masih terdapat perdebatan yang sengit terkait dengan
pembangunan PLTN di Indonesia.

Sementara ini kegiatan BATAN di Bangka Belitung
merupakan kegiatan studi kelayakan terhadap kemungkinan,
bila suatu saat wilayah Bangka-Belitung tersebut dijadikan
tempat pembangunan PLTN. Hal ini merupakan kewajiban
BATAN sebagai lembaga riset nasional untuk melakukan riset
pendahuluan untuk menjajaki segala kemungkinan, sisi positif
dan negative dari pembangunan PLTN di Bangka-Belitung yang
nantinya dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan pemerintah
dalam memutuskan jadi tidaknya pembangunan PLTN.

Bisa jadi bahwa pembangunan PLTN di Indonesia
berisiko tinggi, oleh karena itu sebelum keputusan diambil oleh
pemerintah, maka pemerintah perlu mempertimbangkan seluruh
aspek secara komprehensif, menyeluruh tidak hanya aspek
teknik semata tetapi termasuk aspek social, ekonomi, keamanan
masyarakat, lingkungan strategis dan potensi ancaman teroris
serta sabotase. Pembangunan PLTN sebagai salah satu opsi

untuk memenuhi kebutuhan energy dipertimbangkan mengingat




keperluan energy nasional terus meningkatPemerintah juga
perlu mendapatkan masukan dan memperoleh data-data yang
objektif tentang semua aspek yang ada termasuk menetapkan
sebuah lembaga setingkat kementrian jika perlu untuk persiapan
yang matang terkait pembangunan PLTN di Indonesia.

Tidak ada teknologi yang seratus persen aman. Selama
ini, sudah banyak negara— bukan hanya yang berstatus maju/new
industrializing countries, melainkan juga negara berkembang
seperti Pakistan—yang sudah menikmati teknologi PLTN dan
aman-aman saja. Sekitar 17% listrik di dunia berasal dari energi
nuklir.Negara vang paling banyak menggunakan listrik nuklir
adalah AS dengan 103 PLTN dan menyumbang 20% listrik di
sana. Sementara secara persentase listrik, negara yang paling
banyak memanfaatkan nuklir adalah Prancis yang dengan 39
PLTN menyumbang 75% listrik domestik, bahkan diekspor
ke negara lain. Di Asia, Korea Selatan adalah negara dengan
persentase listrik nuklir tertinggi, yaitu 40% dari 20 PLTN.
Kemajuan teknologi, pengetatan peraturan, dan pengawasan
telah membuat nuklir menjadi semakin aman. Resiko terhadap
manusia dan lingkungan menjadi jauh lebih kecil dibanding

risiko industri yang lam.

Sejarah Teknologi Nuklir Untuk Tujuan Damai

Sebelum pertengahan abad 20, terdapat suatu fase dimana
nuklir dikembangkan dan dipergunakan secara rahasia.Pada
waktu itu dua negara adidaya berlomba untuk mengembangkan
energi nuklir sebagal senjata. Amerika Serikat misalnya. telah

mengadakan serangkaian percobaan penggunaan bomb nuklir

sebanyak 42 kali di tahun 1945."Demikian juga Rusia telah
mencurahkan perhatiannya bagi pengembangan teknologi senjata
nuklir dengan melakukan serangkaian percobaan peledakan
bomb nuklir termasuk salah satu diantaranya melibatkan reaksi
panas nuklir (thermo-nuclear reactions).”

Fase ini diakhiri olehnegara-negarayang prihatin terhadap
adanya persaingan persenjataan nuklir. Pidato bersejarah dari
Dwight D.Eisenhower, presiden Amerika Serikat padatahun 1953
yang berjudul “Atoms for Peace™*dihadapan Majelis Umum
PBB merupakan cikal bakal (genesis) IAEA."Tiga kata yaitu
‘atoms for peace’ tersebut mengandung visi yang melingkupi
sepak terjang IAEA sejak pembentukanya bahwa tenaga atom
merupakan kekuatan yang mempunyai potensi ganda yang
sangat besar, yaitu di samping berpotensi sebagai senjata perusak
masal yang tidak terbayangkan (unimaginable), juga merupakan

14 AS mengembangkan senjata nuklir pertama pada masa PD 11 (uji coba nuklir
pertama kali “Trinity” pada tahun 1945) karena ketakutan akan didahului oleh Nazi
Jerman dan AS mernpakan satu-satunya negara yang pernah menggunakan senjata
nuklir terhadap negara lain, yaitu bom nuklir yang dijatuhkan di Hirosima dan Na-
gasaki; AS mengakui memiliki senjata nuklir dengan hulu lédak aktif 5735 buab dari
total sejumlah 9960, lihat Robert S. Norris and Hans M. Kristensen, "U.S. Nuclear
Torces, 2006", Bulletin of the Atomic Scientists Vol 1 Jan/Feb 2005, 68-7 1= h. 61

15 UniSoviet mengembangkan senjata nuklir dengan motivasi untuk menycimbang
kan kekuatan selama Perang Dingin (Cold War) dengan percobaan nuklirnya “Joe-1

-atau RDS 17 pada tahun 1949. Sama dengan AS, Rusia (bekas Uni Soviet) juga men-

gakui mempunyai senjata nuklir dengan 5830 hulu ledak aktif dari total 16.000, lihat
Robert S, Norris and 1Ians M. Kristensen, “Russian Nuclear Forces, 2006", Bulletin of
the Atomic Scientists Yol 2 March/Aprl 2006, 64-67, hal 62

16 “Atoms for Peace” (Atom untuk Perdamaian) merupakan pidate D Eishenhower
pada 8 Desember 1953, yang dalam pidatonya dikatakan bahwa: AS beserla negara
sekutunya Inggris dan Perancis bermaksud untuk mengadakan perundingan bersa
ma dengan Uni Soviet sebagat para pihak “principally involved” untuk menghasilkan
suatu persetujuan yang nyata untuk mencari jalan keluar yang dapat diterima oleh
negara-negara bagi penggunaan senjata nuklir untuk menuju perdamaian, yang di:
yakini merupakan cara untuk melonggarkan ketegangan negara-negara di dunia den-
gan bantvan PBB..", “Atoms for Pence” dapat diakses di hitp//wwiw faea.org/Abonlf
history_speech himi (dikunjungi 4/09/2014)

17 Website resmi IAEAhtp/www iaga org




sumber energi yang dapat dipakai untuk kemakmuran seluruh
umat manusia. Intinya, dengan dibentuknya IAEA dijanjikan
suatu tekad untuk membantu menyelesaikan dilema energl
nuklir yang hendaknya tidak diabdikan untuk kematian, namun
diabdikan untuk kehidupan umat manusia.

Dengan dilatarbelakangi oleh peristiwa yang sangat
mengerikan yaitu pengeboman Hiroshima dan Nagasaki yang
masih segar dalam ingatan setiap orang pada pertengahan
tahun 1950an, “Atoms for Peace” memberikan komitmen yang
dalam bahwa penemuan energi nuklir. pengembangan, dan
teknologinya secara khusus akan terus digunakan bagi tujuan-
tujuan damai. Jadi, bukan perang nuklir yang dikehendaki tetapi
nuklir untuk tujuan kemakmuran manusia.

Pembentukan [AFA ini adalah untuk mengawasi dan
mengembangkan penggunaan energi nuklir dengan menekankan
pada kerjasama internasional yang secara bersama-sama
mengembangkan penggunaan nuklir secara damai. Diharapkan
negara-negara pengguna tenaga nuklir bersedia untuk
menyerahkan uranium ke IAEA yang kemudian akan digunakan
untuk keperluan pertanian. kedokteran. energi listrik. dan

penggunaan damai lainnya.

Menyusul berakhirnya Konferensi Jenewa tentang
Penggunaan Tenaga Atom untuk Tujuan Damai pada tahun
1954, banyak negara yang kemudian memulai program-program
riset nuklirnya. yang ditandai dengan banyaknya reaktor dan
fasilitas untuk pengolahan dan pengayaan uranium dan ekstraksi
plutonium serta pengembangan berbagai disain reaktor dan
pembangkit dayanya. Atoms for Peacetelah memberikan

kontribusi dalam pembentukan Statuta IAEA Pada Oktober 1956
terdapat 81 negara (termasuk Indonesia) yang dengan suarabulat
(‘unanimously’) setuju pada Statuta TAEA dan berlaku secara
efektif pada 29 Juli 1957.

Pembentukan I1AEA ini adalah untuk merespon
kekhawatiran yang dalam sekaligus merupakan harapan
yang tinggi terhadap penemuan energi nuklir, berkaitan
dengan keunikan energi nuklir yang kontroversial yang dapat
meningkatkan teknologi persenjataan sekaligus dapat digunakan
sebagai piranti yang praktis dan bermanfaat bagi kemakmuran
manusia. Bahkan IAEA sudah mengembangkan teknologi
nuklir untuk ‘food security’ sebagai bagian dari teknik untuk
menanggulangi kelaparan di dunia.”Intinya teknik nuklir
pembibitan dapat menolong umat manusia dalam memerangi
kelaparan. Teknik ini sudah dikembangkan di Africa tentang
pengembangan varietas padi.

Statuta [AEA menetapkan tiga pilar yaitu:

1. Keselamatan dan Keamanan (Safety and Security);

2. Ilmu dan Teknologi (Science and Technology); dan

3. Pengamanan dan Verifikasi (Safeguards and Verification).

Sedangkan dalam mencapai tiga pilar tersebut IAEA mempunyai
tiga misi atau fungsi pokok yaitu:

1. Pemeriksaan (Inspection) fasilitas energy nuklir negara
anggota yang secara nyata digunakan unfuk tujuan
damai;

2. Menetapkan ketentuan dan standard-standard tertentu

untuk menjamin fasilitas energy nuklir seluruh negara

18 Nuclear Science for Food Security. lihat pada http/Avww isea.org/newscenter/
focus/food-security (dikunjungt 11 Desember 2014)




anggota dalam keadaan stabil:

3. Berperan sebagai pusat jaringan (hub) bagi para
ilmuandalam mencari dan menerapkan teknologi nuklir
untuk tojuan damai.

Pada tahun 1970an dimulailah fase keterbukaan yang
ditandai dengan suatu sikap yang lebih liberal, yaitu adanya
kebebasan pilihan negara-negara atas penggunaan nuklir untuk
industri dan teknologi yang memungkinkan adanya suatu ruang
dan keleluasaan bagi tumbuhnya industri nuklir. Fase ini ditandai
juga dengan penerimaan campur tangan institusi internasional
yang berskala besar untuk mengontrol penggunaan energi
nuklir bagi tujuan damai. schingga saat ini unsur pengawasan
merupakan hal yang sangat penting dalam setiap kerjasama
nuklir antar negara. Kerjasama nuklir antar negara meliputi
aspek keselamatan (safety). keamanan (security), pengawasan
(safeguard) dan pertanggungjawaban kerugian (liability).
Kesemua aspek ini dicakup dalam hokum internasional
ketenaganukliran (hokum nuklir).

Seiring dengan berjalannya waktu dimana makin banyak
negara yang menguasai teknologi nuklir, keprihatinan muncul
karena disadari bahwa cepat atau lambat banyak negara akan
memiliki senjata nuklir. Di sisi lain, ketentuan pengawasan yang
terdapat dalam Statuta IAEA dirancang sangat ringkas, yang
hanya meliputi reaktor nuklir individual dan suplai bahan bakar
nuklir, jelas tidak cukup dan tidak memadai untuk mencegah
terjadinya proliferasi senjata nuklir. Oleh karena itu, muncul
suatu keinginan akan adanya suatu komitmen internasional
yang sifatnya mengikal secara hukum sehingga dapat mencegah

meluasnya penyebaran penggunaan senjata nuklir di samping

usaha-usaha kerjasama untuk pemusnahannya.

Hal ini terwujud pada tahun 1968 dengan disetujuinya
Traktat NPT (Non Proliferation Treaty). Traktat ini tujuannya
adalah untuk melokalisir dan membatasi jumlah negara yang
mendeklarasikan dirinya bersenjata nuklir yang hanya terdiri

dari lima negara, yaitu AS, Rusia, [nggris, Perancis dan China."?

Hanya lima negara inilah yang berhak disebut sebagai
negara bersenjata nuklir atau the Nuclear Weapons States
{selanjutnya disebut NWS) yang berkewajiban untuk mengakhiri
perlombaan senjata nuklir dan bersedia merundingkan
perlucutan nuklir (Pasal VI NPT), sedangkan negara-negara
lainnya yaitu negara non-senjata nuklir atau the Non-Nuclear
Weapons States (selanjutnya disebut NNWS)diminta untuk
tidak akan memiliki senjata nuklir dan sebagai imbalan NWS
berjanji untuk memberikan bantuan dalam bidang riset. produksi
dan penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai (Pasal [V
NPT). NNWS bersedia membuat persetujuan safeguards yang
komprehensif dengan TAEA tentang bahan nuklir mereka.

D1 samping Traktat NPT. pada Jum 1996 Konferensi
Perlucutan Senjata di Jenewa, telah berhasil menyelesaikan
Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir atau
Comprehensive Test Ban Treaty (selanjutnya disebut CTBT) dan
pada 10 September 1996 diterima oleh Majelis Umum PBB dan
terbuka untuk ditandatangani pada 24 September 1996. Saat ini
perjanjian ini telah ditandatangani oleh 176 negara dan sudah
19 Traktat NPT mendefinisikan NWS sebagai “a state that had manufactured and
exploded a nuclear weapon or other nuclear explosive device prior to January 1, 1967,
lihat Nuclear Energy: The Basics, Introductionhttp:/iwww.nuclearfiles.org/key-issues/

nudlear-energy/basics/introduction_print.htm (dikunjungi 5/29/2008) [selanjutnya
disebut Nuclear Files]




diratifikasi oleh 135 negara.” Dalam ketentuannya dinyatakan
bahwa Traktat ini akan berlaku jika telah ditanda tangani dan
diratifikasi oleh 44 negara pemilik reaktor nuklir yang tercantum
pada Annex II Traktat dimana Indonesia termasuk didalamnya.
Indonesia sudah menandatangani tetapi belum meratifikasi
Perjanjian ini, sedangkan Korea Utara, India, dan Pakistan yang
ditenggarai mempunyai senjata nuklir belum melakukan tanda
tangan maupun ratifikasi Perjanjian tersebut.

IAEA

International Atomic Energy Agency

20 Lihat “Traktat Pela rangan Menycluruh Uji-coba Nuklir” www.wikipedia.com (di-
kunjungi 08/22/08)




I.  Profile organisasi IAEA

Sekretariat IAEA?' merupakan team yang terdiri dari
2200 ahli multi-disiplin dan staf dari lebih 90 negara. Dipimpin
oleh Direktur Jenderal dan enam Deputy Direktur Jenderal yang
membawahi departemen. Sebagai badan pengambil keputusan
adalah Dewan gubernur (Board of Governors) yang terdiri dari
35 orang dan General Conference dari seluruh negara anggota
IAEA. Badan ini memberikan laporan (report) kepada Majelis
Umum dan Dewan Keamanan PBB.Struktur dan fungsi dari
IAEA secara rinci diatur dalam Statuta I[AEA yang terdin dari
23 pasal.

Struktur organisasi IAEA di PBB, merupakan
‘specialized agency’ dari PBB, namun TAEA tidak dibawah
pengawasan langsung salah satu badan PBB.* TAEA membuat
laporan tahunan (annually) kepada Majelis Umum dan dapat
membuat laporan kepadaDewan Keamanan berkenaan dengan
ketidak patuhan (non-compliance) dari negara-negara anggota
atas kewajiban mereka melakukan tindakan pengamanan
dan masalah-masalah yang berkaitan dengan perdamaian
dan keamanan internasional. Sebagai contoh, Badan ini telah
mengirimkan laporannya ke PBB berkait dengan program nuklir

di Iran dan Korea Utara.

21 LAEA saal ini beranggolakan 144 negara, dengan bahasa resmi Arab, Cina, Ing-
gris, Perancis, Rusia dan Spanyol. Sekretaris Jenderal IAEA adalah Mohamed ElBara-
dei.Badan ini berkantor pusat di Wina, Ausiria. Dengan kantorregional Safeguards di
Toronto dan Tokyo; dua linisun offices di New York dan Jenewa serta laboratorium di
Seibersdorf (Wina), Monaco, dan Trieste (Italia).

22 Badan Energy Atom Internasional (IAEA) ini merupakan organisasi internasional
yang masuk pada “UN Family”, lihal, Henry G. Schermers & Niels M. Blokker, Internu-
tional Institutional Law, Fourth Revised Edilion, Boston: Martinus Nijhoff Publishers,
2003, h. 1691

[I. Tujuan dan peran IAEA

Sebagai badan energi atom dunia yang mempunyai dua
misi (dual mission)®, yaitu ‘committed to containing the spread
of nuclear weapons’ dan ‘support the elimination of the nuclear
arsenals’, maka pembentukan TAEA adalah bertujuan:*

1. Untuk meningkatkan dan memperbesar kontribusi
energi atom  bagi perdamalan, kesehatan,
kemakmuran di seluruh dunia

2. Untuk memastikan, sepanjang badan ini mampu
melakukannya, bahwa setiap reaktor nuklir, kegiatan, atau
informasi yang berkaitan dengannya akan dipergunakan

hanya untuk tujuan-tujuan damai, dan

3. Untuk memastikan bahwa segala bantuan baik
yang diberikan maupun yang diminta atau di bawah
pengawasannya tidak disalah-gunakan sedemikian rupa

untuk tujuan militer.

Peran dan fungsi TAEA adalah sebagai sebuah forum
antar pemerintah (an intergovernmenial forunr) untuk keilmuan
dan kerjasama teknik dalam pemanfaatan secara damai teknologi
nuklir di seluruh dunia. Dengan tujuan untuk mewujudkan
perdamaian internasional dan keamanan serta untuk mewujudkan
Tujuan-tujuan Millenium Dunia (the World s Millennium Goals)

bidang sosial, ekonomi, dan peningkatan kualitas lingkungan.

Sedangkan program-program dari [AEA bertujuan
untuk lebih mendorong pengembangan dan penerapan secara
damai teknologi nuklir, memberikan pengamanan internasional

23 Mohamed ElBaradet, Atoins for Peace: A Vision for the Future, lihat http://www.iaea,
org/Publications/Magazines/Bulletin/Bull452/article5.pdf (dikunjungi 6/12/2008)
24 Pasal I Statuta IAEA, lihat hLittp://www.nuclearfiles.org/menu/library/treaties/

atomic-energy-act/trty_atomic-energy-st (dikunjungi 5/29/2007)




terhadap penyalahgunaan teknologi nuklir, dan memfasilitasi
findakan-tindakan keamanan teknologi nukli. Konvensi
internasional yang mengatur tentang keamanan nuklir (security)
terdiri dari:
1. Convention on the Physical Protection of Nuclear
Material;
2.  Amendment to Convention on the Physical Protection of

Nuclear Material;

3. Code of conductonthe Safety and Security of Radioactive
Sources;

4. International Convention for the Suppression of Acts of

Nuclear Terrorism, yang diadopsi pada 13 April 2005;

Peran IAEA dalam upaya keamanan global sebagai tindaklanjut
Traktat NPT didasarkan pada dua perangkat hukum yaitu
perjanjian  pengawasan komprehensive (Comprehensive
Safeguard Agreement) dan Protokol Tambahan (Additional
Protocols) dan cara-cara lainnya seperti ‘Small Quantities
Protocol’ atau
SQP.»Traktat atau konvensi internasional tentang pengawasan
nuklir (safeguard) meliputi:

1. Treaty on the Non-proliferation of Nuclear Weapons

(NPT);
2. The Structure and Content of Agreements between

the Agency and States required in connection with
the NPT;

25 Referensi GOV/INE/276 Annex B, standard ‘Symall Quantities Protocols” untuk
Perjanjian Keselamatan NPT (NPT safeguard agreements)

3. Model Protocol Additional to the Agreement between
States and the International Atomic Energy Agency
(IAEA) for the application of Safeguard:
Kesemua perjanjian internasional baik yang berupa konvensi
internasional maupun protocol tambahan di atas sangat penting
bagi pemanfaatan nuklir secara aman. Sedangkan di tingkat
regional dikenal beberapa traktat atau konvensi internasional
yang merupakan perjanjian internasional zona bebas nuklir, lihat
table 1.

No Treaty Tahun Jumlah negara
anggota
1. Tlatelolco 1967 33
2. Rarotonga 1985 I3
3. Bangkok 1995 10
4. Pelindaba 1996 51
5. Central Asia 2006 5
TOTAL 112

Tabel. 1: Nuclear Weapon Free-Zone Treaties

Sedangkan sistem pengamanan berupa tindakan-tindakan
independen 1AEA dengan membuat sebuah verifikasi yang
didasarkan pada pernyataan yang dibuat oleh negara-negara
anggota tentang bahan-bahan nuklir yang dimiliki negaranya
dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengannya.

Setelah terjadinya insiden di Fukushima Jepang,
maka IAEA mengeluarkan sebuah plan action terkait dengan
keselamatan nuklir yaitu IAEA Action Plan on Nuclear Safety.
Action plan ini disetujui oleh IAEA Board of Governors pada 13




September 2011 yang telah disetujui oleh KTT IAEA atau [AEA
General Conference pada pertemuan ke-55 pada 22 September
2011. Inti dari Action Plan ini adalah untuk keselamatan
penggunaan nuklir yang didasarkan pada pengalaman peristiwa
Fukushima untuk memperkuat keselamatan nuklir (nuclear
safety), kesiapan keadaan darurat (emergencypreparedness),
dan perlindungan dari radiasi (radiation protection) baik bagi
manusia maupun lingkungan seluruh dunia.

Keberhasilan dari Action Plan ini dalam memperkuat
pengamanan nuklir sangat tergantung kepada implementasinya
melalui kerjasama penuh dan partisipasi dari seluruh negara
anggota dan membutuhkan keikutsertaan dari semuastakeholders

(pemangku kepentingan) yang terdiri dari:

1. Government (pemerintah)

2. International Organizations (Organisasi
Internasional)

3. Regulatory bodies (Lembaga-2 dunia)

4. Operating organizations

5. Nueclear induostry

6. Radioactive waste management organizations

7. Technical support and safety organizations

8. Research organizations

9. Education and training institutions and other

relevant bodies.
Seluruh  pemangku kepentingan tersebut didorong untuk
bekerja secara kooperatif untuk menerapkan Action Plan untuk
memaksimalkan manfaat dari ‘lessons learned’ dari kecelakaan-

kecelakaan nuklir dan menghasilkan hasil yang kongkrit

secepatnya.

[ll. Tindakan-tindakan pengamanan (Safety measures)
TAEA

Terdapat beberapa tindakan pengamanan yang menjadi
tanggung jawab dari Badan ini yang terkait dengan penyimpanan
dan perlindungan bahan material nuklir yang berada di bawah
penguasaannya.lAEA harus memastikan bahwa seluroh
bahan material nuklir dalam keadaan aman terhadap cuaca,
pemindahan yang tidak bertanggung jawab, kerusakan, sabotase,
dan perampasan.Dalam hal pendistribusian bahan nuklir, IJAEA
harus memastikan bahwa tidak ada alokasi material nuklir yang

26

terlalu besar pada satu negara atau suatu kawasan.
Beberapa tindakan-tindakan pengaman IAEA terdiri dari:
1. Global Safety Regime untuk melindungi penduduk

dan lingkungan dari efek radiasi (ionizing radiation),
meminimalisir kemungkinan kecelakaan atau tindakan-
tindakan jahat (malicious acts)yang dapat menimbulkan
kerugian terhadap nyawa dan kekayaan dengan
melakukan tindakan pengamanan yang efektif guna
mengurangi efek buruk energi nuklir.
2. Membentuk standard-standard keamanan IAEA (Safety

Standards)

Negara-negara anggota IAEA harus memiliki dan mematuhi

standard-standard keamanan teknologi nuklir yang terdiri dari:

a) pengamanan instalasi nuklir (Safety of nuclear

installations)

b) pengamanan sumber-sumber radioaktif (Safery of

radioactive sources)

26 Pasal IX H Statuta IAEA, Loc.Cit




c) pemindahan yang aman bahan-bahan radioaktif (Safe

transport of radioactive material)

d) pengelolaan limbah radioaktif (Management of

radioactive waste)

e) pengamanan instalasi nuklir, bahan nuklir dan radioaktif
(The security of nuclear installations, nuclear material
and radioactive material)

f) pengelolaan pengetahuan dan jejaring (Knowledge
management and networking)

Dari uraian di atas jelaslah bahwa IAEA telah
menetapkan standard-standard internasional tertentu mulai dari
instalasi teknologi nuklir, pemindahan bahan-bahan radioaktif
sampai dengan penanganan dari limbahnya. Untuk penyampaian
yang efisien dan efektif program-program IAEA, maka seluruh
sistem pengamanan IAEA yang berhubungan dengan fungsi dan
aktivitas-aktivitasnya, semuanya terhubung melalui pendekatan
pengamanan yang terintegrasi (Integrated Safety Approach).

IV. Integrated Regulatory Review Service (IRRS)

Departement of Nuclear Safety and Securify 1AEA
meluncurkan suatu program yang dinamakan dengan lntegrated
Regulatory Review Service (IRRS) yaitu suatu instrumen
yang komprehensif yang memberikan penilaian atas tindakan
pengamanan nuklir suatu negara yang berkaitan dengan instalasi.
radiasi, limbah nuklir, transportasi, persiapan tindakan darurat,
dan keamanan nuklir.”” Atas permintaan negara anggota, IAEA

menunjuk tim ahli dan pengawas untuk melakukan pemeriksaan

27 Lihat Globalized Peer Evaluation Exercise Lauded by Member States: IAEA Regn-
latory Review Service Gains Traction, http://www.iaca.org/NewsCenter/News/2008/
peerevaluation itm] (dikunjungi 08/22/2008)

dan pengujian menyeluruh atas ketentuan nuklirya. Peninjauan
diselenggarakan melalui suatu diskusi, interview, pemeriksaan,
dan observasi yang intensif, dan kemudian sebagai hasil final
tim ahli akan menerbitkan suatu laporan akhir yang berisikan

temuan-temuan mereka dan suatu rekomendasi.

Dengan adanya program ini, negara anggota memperoleh
penjelasan mengenai energi nuklir dengan standard dan
panduaninternasional. Meskipun program ini diberikan oleh
IAEA, namun mekanismenya didasarkan pada peer review
dan pertukaran informasi diantara anggota tim yang dilakukan
dengan cara berbagi pengalaman dan praktek. Poin penting dari
program IRRS terletak pada kesediaan negara anggota untuk
direview oleh tim ahli internasional dengan menggunakan
standard keselamatan IAEA.

Program ini telah dilaksanakan di beberapa negara,
antara lain. Romania, Inggris, Perancis, Australia, Jepang,
Mexico. dan Spanyol. Sebagian negara ini dalam dua tahun
terakhir sudah menerbitkan IRRS Report mereka, seperti
misalnya Australia, Prancis, dan Inggris. Sedangkan beberapa
negara lainnya menunggu giliran untuk dilakukan review yaitu
Canada, Pakistan. Rusia, Jerman, dan Amerika disamping tujuh
negara NNWS.

Negara-negara sepakat bahwa program IRRS ini perlu
dilakukan oleh semua negara karena dengan program ini maka
akan terbentuk suatu komunitas nuklir global (the global
nuclear community) yang memberikan validasi bagi negara
anggota IAEA. dan yang paling penting dapat membentuk suatu

jaringan internasional ahli nuklir dan meningkatkan keselamatan




pemanfaatan nuklir internasional dengan cara mencegah

terjadinya kecelakaan-kecelakaan fatal.

Pada abad ini, tugas dan peran dari IAEA menjadi lebih berat.
Keefektifan standard keamanan nuklir IAEA tetap menjadi
tonggak dari regim non-proliferasi nuklir yang bertujuan untuk
menghambat penyebaran senjata nuklir sekaligus menuju kearah
perlucutan senjata nuklirDibutuhkan komitmen yang kuat
dari negara-negara sebagai anggota masyarakat internasional,
terutama N'WS, untuk memiliki kepedulian untuk meningkatkan
keefektifan, teknologi, dan metode verifikasi bahan nuklir
mereka. Mengingat sebuah negara bisa saja mengembangkan
teknologi nuklir sendiri (dengan atau tanpa bantuan negara lain)
untuk tujuan damai dimana hal ini tidak dilarang oleh Traktat
NPT, namun disisi lain, negara ini bisa saja secara diam-diam

membangun fasilitas yang sama di lokasi lainnya.

Sejauh ini IAEA telah melaksanakan peran dan fungsinya
yaitu memastikan bahwa energi nuklir dipergunakan seaman
mungkin untuk tujuan damai.Namun masih banyak yang harus
dilakukan seperti menerapkan prinsip-prinsip keselamatan
dan aturan-aturannya ke dalam praktek dan menerapkannya
secara seragam. Sepanjang senjata nuklir itu masih ada dan
digunakan untuk menakut-nakuti negara lain, maka ancaman
penyalahgunaan senjata nuklir pastilah tetap akan ada. Meskipun
demikian, ancaman ini sebetulnya tidak segenting seperti
pada masa Perang Dingin tahun 1960an ketika persaingan
persenjataan nuklir tak terelakan.Untuk memastikan bahwa
energi nuklir benar-benar digunakan untuk tujuan damai. maka

JAEA mempunyai berbagai ketentuan standard keselamatan

reaktor nuklir bagi negara anggota.

Peran dan Fungsi dari Badan Tenaga
Nuklir Nasional (BATAN)




Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) adalah
Lembaga Pemerintah Non-Kementrian Indonesia yang bertugas
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian,
pengembangan, dan pemanfaatan tenaga nuklir. Kegiatan
pengembangan dan pemanfaatan teknologi nuklir di Indonesia
diawali dari pembentukan Panitita Negara untuk Penyelidikan
Radioaktivet tahun 1954. Panitia Negara tersebut mempunyai
tugas melakukan penyelidikan terhadap kemungkinan adanya
jatuhan radioaktif dari uji coba senjata nuklir di Lautan Pasifik.

Dengan memperhatikan perkembangan pendayagunaan
dan pemanfaatan tenaga atom bagi kesejahteraan masyarakat.
maka melalui Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 1958, pada
tanggal 5 Desember 1958 dibentuklah Dewan Tenaga Atom dan
Lembaga Tenaga Atom (LTA), yang kemudian disempurnakan
menjadi Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN)berdasarkan
UU NO. 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Tenaga Atom. Selanjutnya setiap tanggal 5 Desember yang
merupakan tanggal bersejarah bagi perkembangan teknologi
nuklir di Indonesia telah ditetapkan sebagai hari jadi BATAN.

Pada perkembangan  berikutnya. untuk  lebih
meningkatkan penguasaan di bidang iptek nuklir, maka dibangun
beberapa fasilitas penelitian, pengembangan, dan rtekayasa
(litbangyasa) yang tersebar di berbagai kawasan, antara lain
Kawasan Nuklir Bandung (1965), Kawasan Nuklir Pasar Jumat,
Jakarta (1966), Kawasan Nuklir Yogyakarta (1 967). dan Kawasan
Nuklir Serpong (1987). Sementara itu dengan terbitnya Undang
Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran timbul

paradigma baru yang diantaranya mengatur pemisahan unsur

pelaksana kegiatan pemanfaatan tenaga nukir (BATAN) dengan
unsur pengawas tenaga nuklir (BAPETEN).

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi BATAN

Sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1997 tentang
Ketenaganukliran dan Keppres RI No. 64 Tahun 2005, BATAN
ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen
(sekarang Kementrian) yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Presiden. BATAN dipimpin oleh seorang Kepala
dan dikoordinasikan oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi.
Tugas pokok BATAN adalah melaksanakan tugas pemerintahan
dibidang penelitian, pengembangan dan pemanfaatan tenaga

nuklir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BATAN
menyelenggarakan fungsi:

e Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di
bidang penelitian, pengembangan dan pemanfaatan
tenaga nuklir.

e Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan
tugas BATAN.

e Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi
pemerintah di bidang penelitian, pengembangan dan
pemanfaatan-tenaga nuklir.

e Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi
umum di bidang perencanaan umum. ketatausahaan,
organisasi dan tata laksana, kepegawaian. keuangan.
kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah
tangga.




BATAN mengoperasikan tiga buah reactor nuklir di Indonesia.
dua buah reactor Triga mark IT dan sebuah reactor nuklir 30 MW
di Serpong. Untuk melaksanakan kegiatan Litbangyasa iptek
nuklir telah dibangun dan dilengkapi berbagai fasilitas /sarana
penelitian yang tersebar di beberapa lokasi yaitu Kawasan Nuklir
Serpong di Kawasan Puspiptek, Kawasan Nuklir Bandung,
Kawasan Nuklir Yogyakarta, Kawasan Nuklir Pasar Jumatdi
Jakarta, Stasiun Pemantauan Gempa Mikro dan Meteorologi di
ujung Watu dan Ujung Lemah Abang Jepara, dan unit Penelitian
Eksplorasi Penambangan Uranium di Kalan, Kalimantan Barat,
Berdasarkan UU No 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran,
PLTN hanya dapat dibangun dan dioperasikan oleh perusahaan
swasta, BUMN atau Koperasi. Sedangkan BATAN berkewajiban
menyiapkan infrastruktur dasar seperti persiapan SDM. studi
kelayakan calon tapak, kajian teknologi sebagai TSO (technical
support organization), dan pengolahan limbah.

Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)

Badan Pengawas Tenaga Nuklir
(BAPETEN) adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementrian
(LPNK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Presiden. BAPETEN  bertugas melaksanakan
pengawasan  terhadap  segala  kegiatan pemanfaatan

tenaga nuklir di Indonesia melalui peraturan perundangan.

perizinan, dan inspeksi sesuai dengan peraturan perundangan
yang berlaku. BAPETEN didirikan pada tanggal 8 Me1 1998 dan
mulai aktif berfungsi pada tanggal 4 Januari 1999.

Dasar Hukum dari BAPETEN

» Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1997
tentang Ketenaganukliran tanggal 10 April 1997 (Lembaran
Negara Tahun 1997 No. 23, Tambahan Lembaran Negara
No. 3676);

« Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 76 Tahun
1998 tentang Badan Pengawas Tenaga Nuklir tanggal 19
Mei 1998;

« Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 110 Tahun
2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon | Lembaga
Pemerintah Non Departemen;

» Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2002
tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 110 Tahun
2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Lembaga
Pemerintah Non Departemen.

Sejarah  Bapeten dimulai dengan pembentukan
Panitia Negara untuk Penyelidikan Radioaktive (1954-1958).
Pembentukannya dilatarbelakangi oleh adanya percobaan
ledakan nuklir pada tahun 1950-an oleh beberapa negara
terutama Amerika Serikat di beberapa kawasan Pasifik. sehingga
menimbulkan kekhawatiran tentang jatuhnya zat radioaktif di
wilayahIndonesia. Tugas dari panitia ini adalah untuk menyelidiki
akibat percobaan ledakan nuklr. mcngawasi penggunaan tenaga
nuklir dan memberikan laporan tahunan kepada pemerintah.
Kemudian dibentuk Lembaga Tenaga Atom (1958-1964) yang
berdiri berdasarkan PP nomor 65 Tahun 1958 tentang Dewan

Tenaga Atom dan Lembaga Negara). Tugas Lembaga Tenaga

Atom adalah untuk melaksanakan riset di bidang tenaga nuklir




dan mengawasi penggunaan tenaga nuklir di Indonesia. Pada
masa awal berdirinya BATAN yang berdiri berdasarkan UU
nomor 31 tahun 1964 tentang Pokok-Pokok Tenaga Atom
(1964-1997) fungsi pengawasan dilaksanakan oleh sebuah unit
dibawah BATAN yaitu Biro Pengawasan Tenaga Atom (BPTA)
yang merupakan cikal bakal BAPETEN.

Menurut UU  Ketenaganukliran yang  dibentuk
kemudian yaitu Undang Undang Nomor 10 tahun 1997,
BAPETEN mempunyai kewenangan untuk melaksanakan
fungsi pengawasan terhadap penggunaan tenaga nuklr, yang
meliputi pembuatan peraturan, penyelenggaraan perizinan, dan
pelaksanaan inspeksi. UU Ketenaganukliran juga mensyaratkan
pemisahan antara badan pengawas (BAPETEN) dan badan
pelaksana (BATAN). Menurut UU Ketenaganukliran ini maka
BATAN berfungsi sebagai pelaksana sedangkan BAPETEN
berfungsi sebagai pengawas yang bertugas berdasarkan
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 76 Tahun 1998
tentang Badan Pengawas Tenaga Nuklir tanggal 19 Mei 1998.

Kelembagaan yang diatur di dalam UU nomor 10 tahun
1997 adalah BATAN, BAPETEN dan Majelis Pertimbangan
Nuklir. Jika BATAN merupakan pelaksana yang bertugas
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian,
pengembangan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan
teknologi nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, maka BAPETEN mempunyai tugas melaksanakan
pengawasan terhadap segala kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir

dengan menyelenggarakan peraturan, perizinan dan inspeksi.

Sedangkan fungsi dari BAPETEN adalah:

1. Perumusankebijaksanaan nasional di bidang pengawasan
pemanfaatan tenaga nuklir, penyusunan rencana dan
program nasional di bidang pengawasan pemanfaatan

tenaganuklir.

2. Pembinaan dan penyusunan peraturan serta pelaksanaan
pengkajian keselamatan nuklir.keselamatan radiasi, dan

pengamanan bahan nuklir.

3. Pelaksanaan perizinan dan inspeksi terhadap
pembangunan dan pengoperasian reactor nuklir, instalasi
nuklir, fasilitas bahan nuklir, dan sumber radiasi serta

pengembangan kesiapsiagaan nuklir.

4. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan
pemantaatan tenaga nuklir dengan instansiPemerintah
atau organisasi lainnya baik di dalam maupun di luar

wilayah Indonesia.
5. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bahan nuklir.

6. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan terhadap
upaya yang menyangkutkeselamatan dankesehatan
pekerja, anggota masyarakat dan perlindungan terhadap

lingkungan hidup.

7. Pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia di
lingkungan BAPETEN.

8. Pelaksanaan pembinaan administrasi, pengendalian dan

pengawasan di lingkunganBAPETEN.

9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Presiden.




Tugas dari BAPETEN setelah terbitnya UU 10/1997 adalah
menyusun peraturan pelaksana UU, memberikan perizinan,
setiap pemanfaatan tenaga nuklir wajib izin, kecuali jika aktivitas
tidak melebihi nilai yang tertera pada SK Kepala Bapeten nomor
19/Ka-BAPETEN/IX-2000, perizinan terkait pembangunan,
pengoperasian dan dekomisioning nuklir, serta petugas reaktor
dan petugas tertentu dalam instalasi nuklir wajib izin. Selain itu,
BAPETEN mempunyai tugas inspeksi terhadap instalasi nuklir
dan instalasi pemanfaatan radiasi pengion.

Tujuan pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir adalah
1. Menjamin kesejahteraan. keamanan, dan ketentraman

masyarakat:
2. Menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja dan
anggota masvarakat serta perlindungan terhadap
lingkungan hidup:
Memelihara tertib hukum dalam pelaksanaan:
Meningkatkan kesadaran hukum;

Mencegah terjadinya perubahan tujuan;

o u s W

Menjamin terpeliharanya dan ditingkatkannya disiplin
petugas.

Di samping itu, BAPETEN juga memberikan bimbingan dan
penyuluhan : mengenai pelaksanaan upaya Keselamatan dan

Keschatan Pekerja, anggota masyarakat, dan perlindungan

terhadap lingkungan hidup.

Peran IAEA dalam “Atom for Food”




Dengan bertambahnya jumlah penduduk maka timbul
permasalahan ketahanan pangan dunia.Hal ini diperparah
dengan adanya perubahan iklim (climate change) yang merubah
cuaca menjadi tidak menentu sehingga terjadi gagal panen setiap
tahunnya yang menyebabkan terjadinya kekurangan pasok bahan
pangan Kerusakan lingkungan dan kemiskinan juga menambah
permasalahan dunia yang kian menjadi semacam ancaman serius

bagi ketahanan pangan global.
Pertumbuhan jumlah penduduk meningkat sangat cepat

yang saat ini menjadi sekitar 6 milyar orang, sedangkan disisi
lain varietas pangan tidak dapat mengimbangi jumlah penduduk
dunia. meskipun sebenarnya produksi pangan pokok seperti
serealia. daging dan susu meningkat antara 2 sampai 4 kali
lipat. Jumlah penduduk dunia yang hidup dengan kekurangan
nutrisi vang layak membengkak hingga 850 juta orang
dibeberapa negara berkembang.2*Jumlah penduduk dunia yang
hidup di bawah kemiskinan dengan konsumsi hidup di bawah
1.25 dolar per hari meningkat menjadi 1,4 milyar orang (Data
Bank Dunia 2008).Diperlukan usaha konkrit dan terstruktur
antuk memberikan jaminan bagi ketersediaan pangan dunia.
Untuk hal itu teknologi memberikan solusi bagi permasalahan
krisis pangan dunia, khususnya di negara-negara berkembang.
Diperlukan teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas
dan daya saing pertanian di negara berkembang sebagai solusi
dari ancaman kelaparan dan kemiskinan.PBB menyatakan hal
ini sebagai salah satu poin dalam Millenium Development Goals

(MDGs). Sejalan dengan PBB, Organisasi Pangan dan Pertanian
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Dunia. Food and Agriculture Organization (FAO) menyatakan
bahwa diperlukan tindakan segera untuk memacu produksi
pangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi global diantaranya
melalui peningkatan investasi pada litbang, teknologi dan

infrastruktur pertanian.

Terdapat tujuh tantangan ketahanan pangan global
seperti dijabarkan di bawah berikut ini.

1. Pertumbuhan penduduk.
Populasi penduduk dunia diprediksi akan meningkat
3 milyar orang pada tahun 2050. melebihi angka 9
milyar. Diperlukan suplai pangan yang stabil untuk
menjamin ketersediaan pangan yang cukup bagi
seluruh penduduk dunia.

2. Konservasi Lahan dan Sumber Air
Perluasan lahan untuk bercocok tanam dan
berternak semakin terbatas seiring berkembangnya
pemanfaatan lahan untuk kebutuhan lain. Kerusakan
lahan yang menyebabkan penurunan kesuburan dan
keterbatasan sumber air bersih juga memberikan
permasalahan pada penduduk dunia.Sebagai solusi
maka teknik perunut isotope dapat digunakan untuk
mencari sumber air tanah dalam di daerah sulit air.

3. Peningkatan Produktivitas dan Hasil Panen.
Usaha peningkatan produktivitas tanaman pangan dan
ternak di berbagai negara berkembang terbentur oleh
penurunan kesuburan tanah karena kerusakan lahan.
Kondisi cuaca ekstrim seperti banjir. kekeringan
dan perubahan kadar garam, memberikan tantangan

untuk ditermukannya varietas tanaman pangan yang




dapat beradaptasi dengan kondisi tersebut. Teknik
mﬁtasi radiasi dapat menghasilakan varietas unggul
yang memiliki produktivitas tinggi dan lebih tahan
hama dan penyakit.

Perlindungan bagi Ternak dan Tanaman.

Berbagai jenis penyakit ternak dan tanaman
serta hama yang dapat mengganggu hasil panen,
berpotensi mengancam produktivitas pangan. Pada
saat yang sama, meningkatnya penggunaan zat kimia
pada pertanian menimbulkan kekhawatiran terhadap
lingkungan dan keamanan makanan. Diperlukan
usaha untuk meningkatkan daya tahan dan adaptasi
ternak dan tanaman terhadap penyakit dan hama.
Dengan teknik serangga mandul (TSM) radiasi dapat
mengurangi populasi hama dan penyakit tanaman.
Adaptasi terhadap Perubahan Iklim.

Daya tahan system produksi pangan terhadap
perubahan iklim perlu untuk ditingkatkan.Dengan
adanya perubahan iklim saat ini, banyak petani yang
dirugikan karena gagal panen.Perlu dicari sebuah
system sehingga tanaman tahan terhadap perubahan
iklim.

Keseimbangan Kebutuhan Pangan dan Bahan Bakar.
Dengan adanya gangguan pada iklim, maka akan
terjadi ketidak seimbangan atas ketersediaan pangan
dan bahan bakar. Perlu dicari dan dimanfaatkan

teknologi dibidang produksi bahan bakar nabati

(biofuel) yang disertai dengan manajemen yang
lebih baik.

7. Respon terhadap Kenaikan Harga

Perhatian yang lebih baik diperlukan untuk

menghadapi permasalahan naiknya barga pangan

dan kebutuhan sector pertanian yang secara tidak

langsung mempengaruhi aksesabilitas pangan

masyarakat tidak mampu.
Dari uraian di atas, maka setidaknya ada tujuh tantangan global
bagi jaminan ketabanan pangan global yaitu menyediakan
pangan bagi penduduk dunia yang makin banyak, mencapai
hasil panen dan produktivitas yang tinggi, konservasi lahan dan
air serta adaptasi terhadap perubahan iklim. Untuk menghadapi
tantangan ini maka dunia riset dan teknologi menciptakan
inovasi-inovasi terbaru dibidang iptek untuk memberikan
solusi atas tantangan tersebut.Di masa lalu. di era tahun 70an,
teknologi telah mampu menjawab permasalahan kelaparan dan
kemiskinan dalam era revolusi hijau.

IImu pengetahuan teknologi (selanjutnya disebut iptek)
nuklir sebagai salah satu cabang keilmuan telah membuktikan
mampu berperan dalam hal ini.Selama beberapa tahun ini IAEA
telah bekerja sama dengan FAO dalam program ‘ Atom for Food’
yaitu sebuah program yang memacu pengembangan dunia riset
nuklir untuk mendukung penyediaan pangan dan pengembangan
sector pendukung pertanian. Secara aktif program ini membantu
berbagai negara yang ingin menerapkan hasil penelitian dan
pengembangan iptek nuklir yang sesuai dengan potensi yang
dimiliki oleh negara tersebut.




Atom for Food.

Riset iptek nuklir untuk pangan didasari oleh keinginan untuk
memunculkan inovasi teknologi yang mampu berperan dalam
upaya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan,
peternakan dan perikanan sebagai sumber bahan pangan, serta
mengembangkan berbagai sector pendukung pertanian seperti
manajemen sumber daya air, pengendalian hama tanaman dan

perlindungan lingkungan.

Beberapa hasil dari riset iptek nuklir yang telah mampu

memberikan solusi bagi permasalahan pertanian dunia yaitu:

1. Pemuliaan tanaman pangan dengan metode mutasi
radiasi yang mampu menghasilkan varietas dengan
produksi tinggi dan tahan pada iklim yang ekstrim.

2. Penggunaan teknik perunut untuk optimasi konsumsi
nutrisi tanaman

3. Teknik serangga mandul untuk pengendalian hama
tanaman

4. Peningkatan kesehatan dan produktivitas ternak dengan
penemuan suplemen pakan ternak, penerapan teknik
Radio Immuno Assay (RIA) dan identifikasi berbagai
penyakit ternak.

5. Penggunaan teknik perunut untuk mengurangi kerusakan
lahan, polusi air dan peningkatan kesuburan tanah

6. Pengawetan produk pasca panen dengan menggunakan

teknik iradiasi

Berbagai riset iptek nuklir ini di dalam program atom for food
dikelola oleh Laboratorium Pertanian dan Bioteknologi FAO/

IAEA vang berkedudukan di Seibersdorf., Austria.Lembaga
ini secara intensif melakukan penelitian dan riset untuk
memberikan dukungan bagi berbagai lembaga penelitian serupa
di berbagai negara termasuk Indonesia untuk mengembangkan
dan menerapkan hasil riset yang sesuai dengan potensi dan
kebutuhan local.

Pemanfaatan iptek nuklir untuk tujuan damai lainnya yaitu:*
1. pembangkit tenaga listrik;

2. bidangsumber daya pertanian (seperti di Peru selatan
— telah dikembangkan pembasmi hama tanaman
(horticultural pests) bagi terciptanya daerah bebas lalat
buah (fruit flv free area)

3. bidangpeternakan (di Sti Lanka- progam dari JAEA yang
memanfaatkan teknologi nuklir untuk meningkatkan
produksi susu):

4. bidang oceanography di Paris, Perancis;
teknologi kedokteran (di laboratorium IAEA di
Seibersdorf, Austria dikembangkan teknologi mutakhir
bidang kedokteran (Advanced Nuclear Medicine

Technology)

Sedangkan pengembangan iptek nuklir di Indonesia
telah dimulai pada decade tahun 50an. dan terus berkembang
sampai saal ini.Hasil riset nuklir diarahkan ontuk memberikan
solusi bagi permasalahan pangan yang sedang dihadapi oleh
masyarakat Indonesia dengan mempertimbangkan potensi local.

29 Teknologi nuklir untuk kemakmuran manusia, lihat http://www-naweb.iaea.org/
na/index.html (dikunjungi 5/28/2007)




Berbagai pencapaian riset telah terbukti mampu memberikan

peran dalam mencapai ketahanan pangan nasional yaitu:

1.

oy pWN

Pengembangan varietas tanaman pangan.
Pengembangan suplemen pakan ternak ruminansia
Pengelolaan sumber daya air

Pengawetan produk pasca panen

Penelitian nutrisi tanaman

Penerapan teknik RIA untuk peningkatan kesehatan
dan produktivitas ternak

Penyalahgunaan Energi Nuklir oleh
Negara




Terdapat beberapa penyimpangan penggunaan energi
nuklir oleh negara-negara, misalnya dengan diketemukannya
program pengembangan senjata nuklir oleh Irak pada awal
tahun 1990an dan Korea. Hal ini terjadi karena di dalam sistem
pengamanan dan verifikasi (safeguard and verification) yang
dilakukan oleh TAEA terdapat kelemahan (loop hole) yang
dimanfaatkan oleh negara-negara.

Badan Energi Atom Internasional (JAEA) menyebut
ada 41 reaktor yang sedang dibangun di Asia, 98 lainnya
direncanakan dibangun dekade mendatang.Cina adalah negara
yang kini paling banyak membangun nuklir untuk memenuhi
kebutuhan listrik yang terus melesat seiring pertumbuhan
ekonomi. Vietnam akan membuat delapan reaktor. Malaysia
berencana memiliki paling sedikit dua.Sementara pemerintah
Indonesia berencana membangun empat reaktor nuklir pada
tahun 2025.

Reakior nuklir yang dimiliki oleh negara-negara
kadangkala diselewengkan pemanfaatannya. yaitu dengan
membuat senjata nuklirBahkan menurut data pada 2009
perkiraan senjata nuklir yang ada di dunia sejumalah 23.300
yang dimiliki oleh Russia sebanyak 13.000 (3100 strategic) dan
dimiliki Amerika Serikat sebanyak 9.400 (2.200 strategic).”
Dengan perincian sekitar 1.700 — 2.200 sudah mendapat status
sebagai ‘deployment limit® menurut SORT (per tanggal 31
Desember 2012) dan sejumlah kurang dari 2000 dalam status
‘high-alert’. Hal ini dianggap dapat membahayakan peradaban

manusia.

30 Randy Rydell, UN Office for Disarmament Affairs, Statement al the Organization
of American States Committee on Hemispheric Sccurity, 26 Februari 2009

Uniuk mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan
energy nuklir oleh negara-negara, maka IAEA telah
mengeluarkan sejumlah .protocol terkait dengan penggunaan
energy nuklirberupa Safeguards Agreements, Additional
Protocols dan Small Quantities Protocols.

I. Arti penting Safeguards Agreements, Additional Protocols
dan Small Quantities Protocols bagi pencegahan
penyimpangan penggunaan energi nuklir

Pada waktu Konferensi Jenewa 1954 yang menandai
era nuklir, para ilmuwan nuklir dari negara-negara peserta

Konferensi diliputi oleh euphoria yaitu dengan diketemukannya

energi nuklir ini maka ada secercah harapan bagi negara mereka

karena energi nuklir ternyata dapat juga digunakan sebagai
pembangkit tenaga listrik yang bersih dan murahseperti yang
dikatakan oleh ilmuwan AS Alvin Weinberg sebagai “too
cheap to meter”* Namun, pada abad ke 20, euphoria ini
berubah menjadi kekhawatiran dan kecemasan akan adanya
penyimpangan penggunaan energi nuklir untuk tujuan tidak

damai.

Traktat NPT mengharuskan NNWS untuk membuat
comprehensive safeguards agreement dengan 1AEA dalam
jangka waktu 18 bulan sejak menjadi peserta Traktat NPT.
Namun, ternyata dalam prakteknya belum banyak negara yang
membuat perjanjian ini, misalnya per September 2003 sekitar
40 negara peserta Traktat belum membuat perjanjian tersebut

31 David Fischer, IAEA Vision and Reality: Flow far has the IAEA been able to realize
the vision that inspired its creation in 19577

Lihat http://www.iaea.org/Publications/Magazines/Bulletin/Bull452/article4.pdf (di-
kunjungi 08/13/2008)




meskipun telah lama (lebih dari 18 bulan) bergabung dengan
Traktat NPT.*? Jika semua negara peserta Traktat NPT yang saat
ini jumlahnya 185 negara, menganggap bahwa hal ini merupakan
masalah yang penting, mestinya mereka dapat mendorong
negara-negara yang belum membuat perjanjian keselamatan

tersebut untuk melakukannya.

Dalam melakukan verifikasi atas bahan nuklir dan
fasilitasnya, ketentuan pengamanan IAEA menerapkan konsep
‘tepat waktu dan tranparansi’ yang menjamin bahwa pernyataan
negara tertentu yang menyatakan bahwa bahan nuklir negaranya
tidak dialihkan fungsinya untuk tujuan-tujuan tidak damai atau
tujuan tidak jelas adalah benar. Menurut ketentuan, seluruh
negara anggota IAEA mempunyai kewajiban untuk mengirimkan
secara berkala laporan tahunan mereka tentang penerapan
keselamatan atas pengelolaan energi nuklirnya kepada Dewan
Gubernur [AEA, dan IAEA wajib memeriksa poin-poin laporan
tersebut dan memastikan bahwa: %

a. laporan yang dikirim tepat waktu dan pernyataan negara
yang bersangkutan sesuai dengan safeguard agreement

b. memberikanl AEA akses pada instalasi nuklir negaranya
untuk keperluan verifikasi tanpa pembatasan yang tidak
perlu atau penundaan

¢. memberikan respon yang memuaskan atas pertanyaan

atau ketidak-konsistenan yang berkaitan dengan

32 Keengganan negara untuk membuat perjanjian keselamatan ini molornya dalam
hitungan lahun bukan bulan, TihatPierre Goldschmidl. The Increasing Risk of Nuclear
Proliferation: Lessons Learied, hup:/fwww.iaea.org/Publicalions/Magazines/Bulletin/
Bull452/article7 pdf (dikunjungi 08/12/2008); Perinciannya, 30 negara belum mem-
buat perjanjian keselamatan setelah lebih 10 tahun bergabung dengan Traklat NPT,
20 diantaranya belum membual perjanjian ini setelah lebih dari 20 tahun bergabung
33 Goldschmidt, ibid.

kebenaran dan kelengkapan dari pernyataan negaranya.,
ataupun permintaan informasi tambahan lainnya tanpa
penundaan (artinya masih dalam hitungan hari atau
minggn, bukan bulan)

d. memberikan visa (multiple entry/exit visa)seketika
dibutuhkan dan tanpa penundaan yang berlaku paling
tidak untuk satu tahun kepada tim inspektor IAEA yang
ditunjuk
Dari laporan negara tersebut, Dewan Gubernur

akan mendapatkan gambaran yang jelas bahwa negara yang
bersangkutan telah memenuhi kewajiban pengamanan atas
program nuklirnya dan bersifat kooperatif dan transparan sesuai
dengan perjanjian keselamatannya. Akan tetapi hal ini agak
sulit untuk diterapkan mengingat masih banyak negara peserta
Traktat NPT yang belum membuat safeguard agreement.

Di samping Safeguard Agreements, negara-negara
(termasuk negara-negara bukan peserta Traktat NPT, selanjutnya
disebut negara-non-NPT) juga diharuskan menandatangani
Protocol Tambahan (Additional Protocel) yang sangat berguna
untuk mencegah proliferasi nuklirInformasi yang diberikan
oleh negara berkaitan dengan Protokol tambahan ini sangatlah
penting untuk menilai program nuklir negara yang bersangkutan.

Dariinformasiini, IAEAakan mempunyai gambaranyang
lebih baik tentang bagaimana sebuah negara patut diduga telah
mengekspor peralatan khusus dan bahan non-nuklir yang dapat
secara tidak sengaja (atau sebaliknya) yang dapat menyebabkan
negara lain mengalihkan fungsi program nuklirnya. Sehingga

dengan demikian negara non-NPT, terlepas mempunyai senjata




nuklir atau tidak, juga diharapkan menandatangani Protokol
Tambahan guna menunjukkan komitmen mereka untuk tidak
membantu negara NNWS berkaitan dengan kegiatan-kegiatan
kenukliran. Namun, hampir sama dengan perjanjian keselamatan
yang telah disebutkan di atas, Protokol Tambahan ini juga tidak
mendapat apresiasi negara-negara anggota peserta Traktat NPT,
karena sampai dengan September 2003, dari 185 negara peserla
Traktat, hanya 37 negara yang telah memberlakukan Protokol
Tambahan. Dari tujuh puluh negara yang diketahui mempunyai
aktifitas nukliryang signifikan, 47 diantaranya belum mempunyai
Protokol Tambahan ini.*

Selanjutnya negara-negara yang meskipun hanya
mempunyai bahan nuklir dalam; umlah yang keeil harus membuat
pernyataan sesual dengan Small Quantities Protocol*sebagai
bagian dari Safeguard Agreement mereka. Namun, dalam
prakteknya hal ini dapat menimbulkan masalah jika dikaitkan
dengan ketentuan-ketentuan operatif dari Safeguard Agreement
yaitu ketika negara tersebut memiliki jumlah bahan nuklir yang
ternyata melebihi jumlah yang telah dinyatakan sebelummya.
Artinya, jumlah yang dilaporkan tidak sesuai dengan jumlah

sebenarmnya.

34 Goldschmidt, Ibid

35 Protoko! ini merujuk pada SQP, yang dalam prakieknya telalh menghambat ke-
mampuan IATA untuk menetapkan kevalidan status SQP sebuah negara dan mel-
aksanakan tindakan yang dianggap perlu untuk mendeteksi material nuklir dan
kegiatan-kegiatan yang tidak dinyatakan (undeclared nuclear material), salah satunya
karena SQP menctapkan bahwa IAEA hanya akan diberitahu enam bulan sebelum
pemakatan material nuklir pada fasilitas nuklir, bukan pada waktu sebuah. fasilitas
nuklir mulai didesign.

Il. Pelajaran yang didapat (lesson learned) dari prakiek
negara-negara

Pada tahun 2008 ini, keberadaan traktat NPT telah genap
40 tahun.Traktat ini telah berhasil membentuk suatu standard
dan kewajiban-kewajiban non-proliferasi dan perlucutan senjata
yang meskipun belum begitu sempurna namun mempunyai
arti penting. Sampai saat ini, diketahui ada empat negara yang
telah mempunyai dan mengembangkan senjata nuklir diluar
lima negara nuklir yang telah diijinkan.**Angka ini lebih kecil
daripada angka yang diperkirakan semula, yaitu sekitar selusin
negara ketika Traktat NPT ditandatangani pada tahun 1968.

Traktat NPT yang didukung oleh pengawasan ekspor
bahan nuklir dan sistem keselamatan telah menciptakan situasi
sedemikian rupa sehingga sulit bagi NNWS untuk memperoleh
atau membuat senjata nuklir. Hal ini juga didukung oleh Pasal VI
Traktat NPT yang mengharuskan adanya komitmen NWS, yaitu
AS, Russia, Inggris, Perancis dan China, untuk mewujudkan
tercapainya perlucutan senjata nuklir.

Bagaimanapun, ada pelajaran berharga yang didapat
dari praktek kepemilikan senjata nuklir oleh negara.Rezim
non-proliferasi senjata nuklir saat ini sangat mengkhawatirkan.
Hal ini berkait dengan adanya program senjata nuklir dan
senjata misil di beberapa tempat, seperti di Timur Tengah,
Asia Selatan. dan Korea Utara serta adanya ancaman nuclear
ferrorism atau terorisme dengan senjata nuklir, yang semuanya

ini dapat mengancam stabilitas regional dan internasional.

36 Tmpat negara tersebut adalah Israel, India, Pakistan, dan Korea Utara yang per-
nah melakukan nji coba senjata nuklir. Keempat negara ini tidak secara formal diakui
sebagai negara pemilik senjata nuklir atau NWS karena bukan negara penandatangan
Traktat NPT. \




Bahkan beberapa negara agaknya juga telah mengembangkan
pengayakan uranium atau plutonium, yang memungkinkan
negara mereka menjadi NWS.

Sejak berakhimya perang dingin, kekuatan-kekuatan
strategis persenjataan nuklir memang telah berusaha dihentikan,
namun ternyata NWS tetap bertumpu dan bahkan memodernkan
persenjataan nuklir mereka. Misalnya Amerika telah menolak
komitmen kunci perlucutan semjata Traktat NPT yang dibuat
pada tahun 1995 dan menolak hasil review dari konferensi NPT
tahun 2000, dan berusaha mendapatkan kekecualian khusus bagi
sekutunyayaitu India. Hal ini telah menyebabkan sejumlahnegara
berpendapat bahwa Traktat NPT telah diterapkan secara tidak
adil dan NWS tidak berkeinginan untuk memenuhi kewajiban
mereka sesuai ketentuan-ketentuan yang ada pada Traktat NPT.
Akibatnya sejumlah negara NNWS tidak mendukung tujuan
Traktat dan program non-proliferasi.

Di samping itu. kemajuan teknologi yang terus
berkembang yang didukung oleh pendidikan dan pengalaman
para ilmuwan yang dapat dengan bebas berpindah tempat
tinggal kapanpun dan dimanapun. yang dikombinasikan dengan
tersedianya akses informasi. telah menyebabkan semakin
terbukanya kesempatan bagi negara-negara untuk melakukan
proliferasi nuklir, sehingga dapat meningkatkan kemampuan
mereka di bidang persenjataan nuklir tanpa bisa dideteksi sejak
awal. Hal ini terjadi. paling tidak pada kasus Irak dan Korea
yang akan dijelaskan berikut ini.

a. Praktek di Irak.
irak telah menjadi negara peserta Traktat NPT pada

tahun 1970 sebagai NNWS dan telah menandatangani
safeguard agreement dengan IAEA seperti yang diharuskan
oleh Traktat. Oleh karena itu, Irak dianggap tetap pada
komitmennya sebagai NNWS.Peran IAEA adalah hanya
lembaga yang melakukan verifikasi semata-mata atas
laporan dari Irak tentang bahan nuklir dan instalasi yang
dimilikinya. Jadi, meskipun selama ini seluruh instalasi
nuklir di Irak selalu diumumkan dan dilaporkan ke IAEA
ternyata sejak awal tahun 1990an diketahui bahwa Irak telah

mengembangkan program senjata nuklir secara diam-diam.

Pada kasus Irak, kesalahan terdapat pada masalah
bahwa sistem verifikasi ini, karena seharusnya tidak selalu
menganggap benar semua hal yang dilaporkan oleh negara
anggota Traktat. Dengan kata lain, IAEA pada saat itu
percaya penuh terhadap laporan yang dibuat oleh Irak tentang
bahan nuklir dan instalasinya. Padahal arti penting dari
sistem verifikasi justru terletak pada tindakan lanjutan untuk
mendeteksi apakah sebuah negara mencoba memanfaatkan
kelemahan sistem ini untuk melakukan kegiatan yang tidak
dilaporkan.

Untuk mengatasi kelemahan ini, maka pada tahun
1997 diadopsi Protokol Tambahan NPT (Additional Protocol
NPT). Protokol Tambahan ini memberikan tim pengawas
JAEA kewenangan yang lebih besar atas ruang lingkup
dan akses informasi yang berkaitan dengan instalasi nuklir
negara peserta Traktat. Lebih lanjut, praktek di Irak ini telah
menyadarkan bahwa IAEA perlu melaksanakan tindakan-
tindakan lanjutan untuk meningkatkan pendeteksian dini

terhadap program senjata nuklir di suatu negara. Tindakan




lanjutan tersebutmeliputiaksesatas informasi yang berkenaan
dengan peredaran bahan bakar nuklir dan lokasinya, dan
tindakan teknis lainnya, misalnya pengambilan sample
lingkungan (environmental sampling).*’

Di samping itu, perlu adanya pergeseran penekanan
dari evaluasi informasi berdasarkan fasilitas per fasilitas
menjadi evaluasi menyeluruh terhadap program nuklir
di setiap negara. Tingkat dan ruang lingkup verifikasi
keselamatan 1AEA, misalnya, harus berisi informasi yang
lebih lengkap dan analisa yang lebih detail atas informasi
yang diberikan oleh negara anggota sehingga diperoleh suatu
hasil analisa menyeluruh atas situasi di tingkat nasional suatu
negara, bukan lagi merupakan laporan tindakan keselamatan
tradisional semata.

Pada April 1991 DK PBB mengeluarkan Resolusi
nomor 678 sebagai Resolusi Genjatan Senjata Perang
Teluk yang pertama. Dengan didasarkan pada Resolusi
DK PBB tersebut. tim IAEA bersama dengan UNMOVIC
(UN Monitoring Verification and Inspection C\ ommiission)
diberi mandat untuk memetakan dan menetralisir program
nuklir Trak. memastikan kepatuhan Irak terhadap ketentuan
Traktat NPT.* Dan tim ini diberi waktu 45 hari untuk
memusnahkan. memindahkan, dan menyerahkan seluruh
bahan nuklir, peralatan dan instalasi di Irak. Tim baru bisa
menyelesaikan fugas ini pada awal tahun 1994 atau tiga

tahun dari sejak Resolusi keluar. Seluruh peralatan dan

gedung yang digunakan untuk program senjata nuklir telah

37 Goldschmidt, Op.Cit
38 TJacques Baute, Trmeline Irag: Challenges and Lessans from Nuclear Inspection,
TAEA Bulletin 46/1. June 2004, b 64

dimusnahkanpada saat itu. tidak ada bahan nuklir seperti
plutonium atau high-enriched uranium (HEU) yang tersisa
di Irak. Hingga pada tahun 2002, atau empat tahun tanpa
adanya inspeksi lagi, diduga hal ini membuka kemungkinan
Irak mengembangkan lagi program nuklir. Oleh karena itu
pada Mei 2002 keluarlah Resolusi DK PBB nomor 1409 yang
memberikan mandat pada IAEA untuk melakukan inspeksi
di Irak untuk memastikan bahwa Irak tidak mengembangkan
program senjata pemusnah massal (weapons of mass
destruction progranime).

Mandat kali ini mendapat sorotan masyarakat dunia
terkait dengan perang melawan teroris (war on teror) yang
dilancarkan oleh Presiden Bush pasca peristiwa pemboman
gedung kembar WTC pada tahun 2001 .8ehingga seolah-olah
sanksi terhadap Irak dan keamanan internasional tergantung
kepada TAEA, padahal sejatinya keamanan internasional
sepenuhnya terletak pada kewenangan DK PBB.Inspeksi
dilakukan antara November 2002 sampai Maret 2003.Pada 7
Maret 2003 IAEA melaporkan kepada DK PBB bahwa tidak
ada program senjata pemusnah massal di Irak. ™

Pengalaman di [rak menggambarkan bahwa proses
pemeriksaan program nuklir — yang membutuhkan waktu
dan kesabaran — dapat berjalan efektif bahkan ketika
negara yang diperiksa tidak memberikan respon yang
memadai. Artinya, jika pengawas internasional diberikan
kewenangan penuh atas seluruh informasi yang dibutubkan,
didukung oleh mekanisme kepatuhan yang dapat dipercaya

serta didukung oleh masyarakat internasional, maka sistem

39 Ibid.




verifikasi dapat berjalan dengan baik."
b. Korea Utara atau Democratic People’s Republic of
Korea (DPRK)

Pengalaman IAEA di Korea Utara (Korut)
menggambarkan suatu contoh terjadinya proliferasi nuklir
oleh sebuah negara.’' Walaupun Korut telah menjadi negara
pihak pada Traktat NPT pada akhir tahun 1985, namun Korut
tidak membuat perjanjian keselamatan komprehensif (a
comprehensive safeguards agreement) dengan IAEA seperti
yang diharuskan oleh Traktat sampai tahun 1992. Ketika
akhirnya IAEA inginmelakukan verifikasi atas kebenaran dan
kelengkapan atas laporan yang dibuat oleh Korut mengenai
bahan baku dan fasilitas nuklir, maka diketahui telah terjadi
ketidak-konsistenan dalam laporan tersebut. Oleh karena itu
IAEA ingin mendatangi lokasi program nuklir Korut dan
mendapatkan informasi lengkap untuk meneliti lebih lanjut
ketidak konsistenan tersebut, Korut menolak keinginan ini

dan mengancam untuk keluar dari Traktat NPT.#

Acaman ini dibatalkan dengan adanya kesepakatan
enam negara yaitu Korut. Amerika Serikat, Korsel, Rusia.
Tiongkok. dan Jepang.Dalam pakta yang ditandatangani
tahun 2007 tersebut Korut harus menghentikan proyek

40 Mohamed T1Baradei. Nuelear Prolileration and the Potential Threat of Nuclear
Terrorism,  lihat  hup:=/wawiacacorg/NewsCenter/Statements/2004/¢bsp2004n01 3
himl (dikunjungi 08/12/2008)

41 Fact Sheet on Democritic People’s Republic of Korea (DPRK) Nuclear Safeguards,
hitp://www.iaca.org/NewCenler/Focus/lacaDprk/fact_sheet_may2003.shtml (dikun-
jungi 9/22/2008)

42 Menurat pasal X Trakiat NPT, negara peserta mempunyai hak untuk keluar dan
Traktat dalam jangka waktu tiga bulan “jika negara tersebut memutuskan bahwa suatn
peristiwa luarbiasa (extraordinary event), berkaitan dengan isi dari Traktat ini, lelah
membahayakan kepentingan utama (supreme interests) negaranya.

nuklirnya dalam beberapa tahapan.** Dalam kesepakatan
tersebut, Korut setuju untuk membekukan reaktor nuklir
Yongbyon miliknya (terdiri dari tiga reaktor, pabrik
prosesing ulang dan pabrik bahan bakar nuklir) dan sebagai
gantinya Korut akan mendapatkan reaktor tenaga air sebagai
pembangkit tenaga listrik dari Amerika yang setara dengan
harga satu ton minyak. Korut juga berjanji untuk membuat
perjanjian keamanan komprehensif sebelum komponen
utama dari reaktor pembangkit tenaga air dikirim.IAEA
diminta oleh DK PBB untuk melakukan verifikasi kepatuhan
Korut untuk membekukan kegiatan reaktornya.

Reaktor nuklir Yongbyon Korut mulai dinon-aktifkan
sejak tahun 2007 lalu setelah ditandatangani Pakta bantuan
tersebut. Namun, Korut pada September 2008 menyatakan
bahwa negaranya sedang melakukan persiapan untuk
mengaktifkan kembali reaktor nuklirnya.*Hal i terjadi
karena AS tidak memenuhi kewajibannya seperti vang
tercantum dalam kesepakatan perlucutan nuklir tersebut.

Peristiwa ini menggambarkan bahwa ketika sebuah
negara mempunyai kemampuan untuk pemrosesan ulang
(reprocessing) sekaligus memiliki bahan  nuklir.  jika
kemudian negara tersebut memutuskan untuk keluar dari
Traktat. maka negara ini hanya butuh waktu tidak lama
untuk membuat bahan nuklirmya menjadi senjata.

Kemampuan JAEA untuk melakukan deteksi dini
terhadap sebuah program senjata nuklir di negara tertentu
tergantung beberapa hal, antara lain, adanya perjanjian

43 Lihat “Bakal Aktifkan Lagi Reaktor Nuklir’, Jawa Pos, 20 September 2008
44 Ibid.




keselamatan komprehensif dan Protokol Tambahannya'
adanya kerjasama negara tersebut dengan [AEA, transparansi
program nuklir negara tersebut, dan keterbukaan informasi.
Tidak ada ketentuan dari Traktat NPT yang melarang sebuah
negara untuk mengembangkan kemampuan teknologi
nuklirnya, misalnya. ekstraksi plutonium dari bahan nuklir,
sepanjang digunakan untuk tujuan damai.Menurut Traktat
NPT sebuah negara berhak untuk melakukan pengayaan
nuklir sepanjang program tersebut di bawah pengawasan
IAEA.

. Konvensi Keselamatan Nuklir (fthe Convention on
Nuclear Safety)

Konvensi Keselamatan Nuklir (the Convenrtion on
Nuclear Safety) diadopsipada 17 Juni 1994 sebagai bagian
dari upaya untuk memperkuat sistem keamanan global nuklir.
Terdapat sejumlah kewajiban dari negara peserta yang didasarkan
pada prinsip-prinsip yang terdapat pada dokumen Keselamatan
Fundamental IAEA “‘the Safety of Nuclear Installations™.
Kewajiban-kewajiban negara tersebut meliputi, penempatan,

design. konstruksi. pengoperasian, ketersediaan dana yang cukup

45 Protokol Tambahan (Additional Protocol) merupakan perjanjian tambahan dari
Perjanjian Keselamatan (Safeguard Agreement) antara negara yang bersangkutan
dengan IAEA unwuk penerapan standard keselamatan energi nuklir. Dengan adanya
Protokol tambahan ini, sebuah negara akan diminta untuk melaporkan pada IAEA
peredaran bahan nuklirnya dan informasi yang perlu dan bersedia memberikan in-
formasi tambahan jika diperlukan dalam hal terjadi ketidak sesuaian dalam laporan
lersebut sekaligus memberikan akses pada IAEA untuk peninjauan Jokasi.

46 Konvensi ini diadopsi di Wina, 17 June 1994; lis aim is Lo legally commiil
participating States operating land-hased nuclear power plants to maintain a high level
of safety by setting internativnal henchmarks to which States would subscribe. Per 4
April 2007 terdapal 65 negara penandatangan dan 61 negara peserta Konvensi.Semua
negara yang mempunyai dan mengoperasikan pembangkit tenaga nuklir merupakan
negara peserta dari Konvensi ini.

dan sumber daya manusia, penilaian dan verifikasi keselamatan.

penjaminan mutu, dan tanggap darurat.

Cara kerja dari Konvensi ini bukan didasarkan pada
“control and sanction” melainkan didasarkan pada ‘kepentingan
umum negara-negara untuk mencapai tingkat keselamatan
yang lebih tinggi’, yang akan dikembangkan dan ditingkatkan
melalui pertemuan rutin dari negara-negara peserta. Konvensi
mengharuskan negara peserta untuk mengirimkan laporan
sebagai kewajiban mereka untuk “peer review” dalam pertemuan
negara-negara peserta yang diadakan oleh IAEA.Mekanisme ini
merupakan elemen utama Konvensi yang sifatnya inovatif dan
dinamis.

Berkaitan dengan keinginan beberapa negara yang
ingin memanfaatkan energi nuklir untuk pembangkit tenaga
listrik. ElBaradei mengatakan baliwa makin banyak negara
yang meminta bantuan [AEA untuk melakukan analisa dan
perencanaan energi nuklir. Jumlah negara vang ingin mempunyai
program pembangkit listrik tenaga nuklir cenderung meningkat
akhir-akhir ini. tahun 2007 yang lalu. misalnya terdapat tujuh
negara yang meminta IAEA untuk membantu pembangunan
PLTN. Sedangkan untuk peredaran bahan bakar nuklir secara
multilateral, ada sejumlah proposal yang masih dalam taraf
perkembangan, dan rencananya akan ada sejumlah dana yang
dialokasikan untuk membangun semacam “bank bahan nuklir’
sebagai ‘last resort” di bawah pengawasan [AEA. Cara ini
bertujuan untuk menempatkan aspek sensitif peredaran bahan
nuklir berada di bawah pengawasan internasional. sehingga
tidak ada satu negarapun yang mempunyai kemampuan eksklusif

untuk memproduksi energi nuklir untuk senjata nuklir.




Setelah peristiwa Sebelas September atau 9/11,
berdasarkan re-evaluasi atas implikasi keselamatan nuklir, IAEA
mengidentifikasi empat macam ancaman terhadap keselamatan
nuklir ¥ yaitu: a) pencurian senjata nuklir; b) instalasi nuklir
belum jadi yang mudah meledak yang berasal dari nuklir
curian; ¢) penyalah-gunaan nuklir dan bahan radio aktif lainnya
termasuk Radiological Dispersal Devices (RDD); dan d)
penyerangan atau sabotase atas instalasi nuklir atau bahan nuklir
dalam proses pengiriman. Yang merupakan target potensial dari
tindakan-tindakan di atas adalah PLTN, peredaran bahan baku
nuklir, reaktor nuklir, laboratorium, dan penyimpanan nuklir
serta lokasi tempat bahan baku nuklir di seluruh dunia yang

digunakan untuk kegiatan damai.

Evaluasi pengamanan nuklir yang didasarkan pada kecelakaan di
TEPCO Fukushima Daiichi Nuclear, Jepang, diambel beberapa

lessons learned dari kecelakaan tersebut yaitu:

1. Negara anggota segera melakukan evaluasi secara
menyeluruh atas design dari bangunan pembangkit tenaga
nuklir terhadap letaknya yang potensial atas ancaman alam
yang ekstrim (extreme natural hazard) dan menerapkan
tindakan-tindakan korektif yang perla pada saat yang tepat;

2. Sekretariat IAEA dengan mempertimbangkan pengalaman-
pengalaman yang ada, mengembangkan metodologi
dan tersedia bagi negara anggota yang menginginkan

menggunakannya untok melakukan evaluasi di negaranya:

47 Lihat hitp://www.iaea. org/NewsCenter/Statements/DDGs/2005/
taniguchi 16032005 htm! (dikunjungi 08/11/2008); [AEA mendefinisikan nuclear
sccurity scbagai “the means and ways of preventing, delecting, and responding to
saboiage. theft and unauthorised access to or illegal transfer of nuclear material and
other radivactive substances. as well as their associated facilities ™. [hid

3. Sekretariat IAEA, atas permintaan. memberikan bantuan
dan dukungan kepada negara anggota dalam menerapkan
national assesment atas design bangunan pembangkit
tenaga nuklir terutama yang letaknya terancam keganasan
alam.

4. Sekretaria 1AEA, atas permintaan negara anggota,
melakukan peer review dari asesmen nasional dan

memberikan bantuan tambahan kepada negara anggota.







I Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

Wacana pemanfaatan energi nuklir sebagai pembangkit
tenaga listrik di Indonesia sudah mulai dirintis sejak awal tahun
1990an. Namun hingga sekarang belum pernah terealisasi.Dalam
kaitan dengan pembangunan PLTN di Indonesia, maka diadakan
jajak pendapat yang dilakukan oleh BATAN setiap tahun sejak
tahun 2010.Kegiatan polling tersebut dilakukan secara terbaatas
meliputi wilayah Jawa, Madura, dan Bali.Pada tahun 2010 hasil
jajak pendapat menunjukkan angka penerimaan 59.7 persen.
Sementara pada tahun 2011 angka tersebut turun menjadi 49.5
persen. Angka penerimaan pembangunan PLTN pada tahun 2011
tersebut diduga dipengaruhi oleh kecelakaan PLTN di Jepang
menyusul gempa bumi yang mengakibatkan tsunami pada Maret
2011. Hal ini wajar karena jejak pendapat itu dilakukan pada
bulan Oktober 2011, yang masih sangat dekat dengan waktu
kejadian kecelakaan tersebut Namun tampaknya angka jajak
pendapat itu turun hanya pada tahun 2011 saja.Karena pada
tahun selanjutnya terjadi kenaikan angka polling tersebut.

Jumlah masyarakat yang menerima PLTN pada tahun
2012 adalah sebesar 52,9 persen, tahun berikutnya tahun 2013
naik menjadi 60,4 persen dan pada tahun 2014 terjadi kenaikan
yang signifikan menjadi 72 persen."* Wilayah tempat diadakan
jajak pendapat tersebut focus pada wilayah jamali (Jawa, Madura
dan Bali) dengan presentase 74 persen setuju dengan PLTN.
sedangkan untuk wilayah Bangka Belitung setidaknya ada 57
persen yang menyatakan setuju. Adapun jumlah responden yang
dijadikan sampling secara nasional adalah 3000 responden.

A8 BATAN: Masyarakat Sudah Terima Kehadiran PLTN. lihat di
Iutp'./!lekn‘ologi.news.viva.co.id/ncwslreadl 5693 50-batan--masy arakat-sudah-terima-
kehadiran-plin(dikunjungi pada 9 Desember 2014)

Metode yang digunakan adalah random sampling dengan margin
error yang digunakan adalah 1,8 persen.*”

Dari hasil jajak pendapat tersebut dapat disimpulkan
bahwa masyarakat sudah tidak mempermasalahkan lagi tentang
pembangunan PLTN di Indonesia. Adapun hal-hal yang menjadi
persoalan adalah keters